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BAB 1

PENDALtR_UAN

1.1. Latar Belakany Masalah

Dalam undang-urdang MO, % Tahur 1974, ditetapkan
balwa Femerintabhs Daeroh adalah Fepala Dacrsh  dan
DIMRD. Konstrul si yang demit ian inik menamin adanya
lerja  sama yang seraci antara Fepala Daerabh  dengan
DFRD untuk mencapai pernertiban sistem pemerintah  di
Dacrah. Dengan demibian, maka dalam penyelenggaran
pemerintaban di Daerah ada peabagian tugas yvang Jelas
dan dalam bedudidun yang samea Linggr antara Feduanya
yaltu Fepala  Dacrats momiapirn Lidang ehsebutif
sedangkan DPRD Lorgoral dal.am bidong Yeginlat Fo

Berdasartan  dengan uraian tersebut di atas,
antara DFRD dengan Fepala Daerah masing-masing
acapunyal tugas dan fungsi yvang berbeda. Fungsi DFRD
meliputi antara lain; memilih dan menyeleksi,
pongendal i an dan pofujavatadn, pembuat whittang-undang
atau  peraturan  daerah,  detat,  dan representasi.,

Sedanglkan  fungsi Feopala Daerh yaitu cehagal Yepala

Dacrab Otencin yang e lmpin proenyelengyoraan dan
ber tanggung Javtady aoepenubitiya atas Jalannya
pewmeritahan di o Dawrah,  dan joga sebagal Kepala
Wilayah yang i g i penyeloengQaraan urusan



LA

peaerintahan aawn yang tuerjadi tagas Pemerintah Pusat
di Daerah.

Dalam hubungan iri fungsi DFPRD selabu
legislatif  daerah berkowajiban  melakukan tugasnya
dengate bail terhadup penyelenqgparaan peserintan di
Daerah vyang dilabksanakan olel Eepalah Daerah  selahu
batdarn eksetutif dacerah. Salah satu diantaranvya
dunigai DIPRD adalabr e lod o ca poengendal ian don
pengawasan terhadap seluruh progran verda yang telah
ditetapkan bersama-sama Kepala Daerah sebagai wujud
atan menifestasi dari penyelenggaraan peaerintahan di
Daerah  termasuk dalam hal int pengelolaan retribusi
vang sempadan dan ivin mendiritan bangurnan vyang
merupalban sumber pendapatan daerah.

Sebagal Yonsehuensl dari uraian  terscbut  di
atas, wmaka dapat dilbatatan bahwa pada halekatnya
antara ¥epala Daerah dengan DPRD  dalam proses
penyelenggaraan pemori tabuaan didaerah senantiasa
mendalin . hubtingan Verja samas dan bersatu padit dalam
menunall an tuguc dan tunguinya masing—masing
gebagalimana yang telah diuraitan dalam undang-undang
Mo.3 Tahun 1974, pasal 13 ayat (1) Bagian Keempat,
Y dapgt meninghatban sistean pemerintatan dan
peabangunan didaerabyiya.

Mengingat  larens luauiya tugas  dann tangguny

Jawal yang di cuban olet Foepola Dacrah dan DERD, maka



masing-masing diberiban  hak  dan  kewaliban yang

berbeda dalam penyelongqgaraan pemcrintahan di daerah,

schingga seluruh  progoan  berda  telabh ditaetepkan
bersama  dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitan
it ¥epala Dacrah selaku badan eksekutif dan DPRD
selalbu badan Jegislatif, dalam upanya merdalanbkan
roda pemerintah;n di daerah, banyak hal vyang wallb
dilakganalan salah satu di antaranya yaitu wmeabahas,
menusyawarakan dan kemudian mengesahban serta
menetapkan perda antara  ¥epala Daerah dengan
persetujuan DORD,

Dengan  dasar  itulah, dalam  penetapan  suatu

Perda harus memerlubkan pengesahan oleh pejabat  yang

berwenang, pada pokolnya mengandung hal-hal asengenait

a. kKetentuan yang mengikat rakyat, mengandung
perintah, larargan, reharussn untuk bertuat
zesuatu atuau tidelk yang dituwjukan langsung kepada
rabyat.

. Mengadalan  ancaman pidana beruaps  benda/kFurungan
atas pelanggaran Fetontuan tertentu yvang ditetap-
kan dalam FPerda.

. Memberilkan beban kepada valyat wmissxlnya pembayaran
pajalk atau retribusi daerahi.

d. Menentulan segala  seruatu yang perlua diketahaid
wleh wmum borena monyangbkut Fepentingahin rabyat

ciermat o,




Dengane dasar intlale yong wenjadit pobtod  bagl
DFRD  dalawm wenjalantran fungsinya terhadap Jjalannva
roda  pemerintahian yang dilaksanakan oleh FKepala
Draserr ks boverta perangl atnya torbtudbags, quna
peningbtatan kecoluhteraan ral yat, pemantapan sistem
prrmerintabian danr poaaboaigracoes Ji Daer wb,

Di Hahupat;n Daerah Tingkat I Bulukumba, di
marns pelabksanasn Tungei DPRD dalaan pengendaliasn  dan
pengavasan terhadap Peraturan Daerah  yang talah
ditetapban itu belunmleh sepenubnya terlalisana  dengan
bail, hal ini disebabkan barena keterbatasan
Femzmputann  yang dimiliki oleh anggota Dewan, dalam
menunail.an tugoas  pot ol dan fungeinya <celaka  walk il
rakyat dan peabawa aspirasi easyarakat guna untulk
mznaduban  dan meninglattan pesmbangunan di Daerahnya
sendir:.

Salah  satu whuran  lebortiasilan atau obkuran
produbtivitas DPRD ialels didoasarban  atas bebera
banyak  Perda disabdan bersams-sama  dengan  ¥Kepala
Daerah SEsUal dengan bepentingan Daerah yang
diwabkilinya, toeritama dalam usahs meningkathkan
palayanan pomerintab dacr oh torhadap masyarabat.  Di
shana setiap pewbahasan sesuatu Rancangan Feraturan
Duerabe pasti melibatban  sawoa  anggota Dewan dan

mekanisme kegiatan DFRED ituw sendiri.



Di Vabupaten Daerah Tingkat I1 Bulukumba

terhaduap bebersa Fancangats Feraturan Dacrah  {Raperda)
yanyg o lelabh dicieaw don datetapt an menjdady Por abor an
Daerah {Porda) pada  tahuan 199271993 daie tabun
1995719924 yang dilabuwban oleh Nepala Dacrah  bersasma—
wama dengan DPRD.
Adapun Feraturan ﬁ;erah yang telah ditetapkan yalta i
Ferda Gisa Ferhitungan  AFRD, Perubahan AFED,
Fenetapan AFPED, Biay« Dobumen lLelang Pemborongan,
Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendiritan Bangunan,
Favar dan Retribusi Pasar, FPelelangan  lkan, Tzin
penggunaan  Jdalan dan sumbangan Pihak FKetiga kepada
Dacrakh.

Menging«t bLarcna  banyalnya Feraluran Daerah
(Perda)  vang telah disebuthan di atas, maka peoenulis
membatasi diri hanya membahas pada Ferda Retribusi
Uang Sempadan dan Izin Mendiritban Bangunan yang perlu
di pertegas dalam pelalsanazn fungsi pengendal ian dan
pengavasan  yang dilakuban oleh DEFRD sebagai salah
zatu prowes Jreny ol etigoar aan penerintahan dan

pembangunan di daerahnya.
Batasan dan Rumusan Masalah.

Adapun Fumusan . masalah yang menjadi pok ok

peabatasan dalaa penulisan shripsi ini adalah




a. Bagatmanakah fruiget DD dalam pPoenyusunan
Fanc angan Puoruturan  Dacrah {Rapoerda) men)sdi
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Usng
Sempadan (RUS) darr Iz2in mendiciban Bangurnan (IMB)
di Kabupaten Daerah Tinghat 11 Rulukumba?.

b. Hagaimanskah fungsi  pengedalian  dan pengawasan
DFRD terhadap -RUS dan I di Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bulukuaba?.

C. Apakah  fungei pengendalian den  pengawasan  DFRD
dapat meningkatkan RKUS dan IME di Fabupaten Daerah

Tingkat IT Bulubumba™,

1.3. Tujuan dan ¥eygunan Penelitian.

(L). Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untul mengelatinl fungsi DPRD dalain PervyUusunian
Raperda wenjadi Perda tentang RUS dan IMB di
Fabupaten Daerah Tingkat 11 Rulukumba.

b. Untuk aengetehui fungsi  pengendalian dan
penganasarn DERD terbadap RUS dan TND Jdi
Vabupaten Daerab Tingkat II Bulukumba.

C. Untulk mengetahui fungsi:  pengendalian dan
pengawasan DPRD dapat meningkatikan RUS dan IME
e Fodbagredb e Boacr b Tinagd oot bioebob vinbra,

(2). Fegunaan penelitian adalab
av Sebayul babialo wesalan b epada seqenapy  Aparat

Femerintah Daerah di Fabupaten Dati 11




Bulukumbia, el LUpaEya penyelenggaraan
pemerintahan di daerahtnya.
b. Sebagai bahan perbandingan antara  teorir  dan

hasil yanyg didapatyuan diltapangan penelitian.

1.4. Metodologi Penelitian.

(1).

(2.

Tipe dan Daaaé FPenelitrian.

a. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan
ind  adalah Yipe declriptif, untul acoberid an
suatu pengambaran mengenal masalah pokok  yang
diteliti,

b. Dasar penclitian yang digunakan adalah  etudi
evaluasi dalam memberiban penilaian terhadap
pelaksanaan fungsi DPRD dalam rangka penetapan
Perda tantang RUDS dan IMD di Fabupaten  Dawrah
Tingtal 11 Bulaoluaba.

Pemilithan Sample FPenelitian

FPapulasi ponelitlan arnd adalah Fewelururan

anggota BERD dun juga Hparat Pemcrintah Doerah di

Fantor Bupati Kepala Dacrab Boaludomba.

Mengingat Larena bany b rnyva Jumlah aparat

pemerintah yang bertugas di kantor tercebut, wmaka

penulis  dapat menarit  atau  menetapban sample

SCCara purposive dengan rinclian scbhagai beributs

a. Anggota Dewan (DPKKD)

L. Staf BKDH

30 0rang Respondoen
30 Orang Responden

- ar

Jrunl ah : 60 hang Responden




Kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan
itu selanjulnys ponulig mengedartan daftar

Luisioner yang toelah disediat an untok dibagidan.

1.95. Sistimatika Pembahasan

fubigaan shuteaat b o peababuasan s rapon ini

adalah sebagail beritbut

Batbs 1, Pendattilualt yang memuat s
Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumnusan
Masalah, Tujuan dan FKegunaan Ferielitian,
Metaodolagi PFenelitian, dan Sistematika

Fembahasan.

Rk 11, Tinjauan Pustala yang memuat mengenai i
Huburigan Ferja dan Mebkanisme terja
Legislatif Daerah dan Ekselutif  Daerah,
Fungsi Pongendalian dan Foengawasan,
Met i FPoabobocan Bagrerda, dan BPorator ar

D:ierah.,

Bab 111, Bambaran Uaum  Lotasid Fenelitian yang
memuat:  Struktur  Organisasi DPRD, Tugas
Fotob LERD, Feadoaan fPegewsd DRFRD, Feraturan
Tota Tertib DD Daerah Tingl ol It
Hulubonba,  dute Purgcusunan dan Fenotapan

Poraturan Daerah.




B.’-.tb

v,

Haszil Fanelilian dan Fembahasan yang
szttt 3 Fungusi DPRD Dalam Fenyusunan
Raperda aenjadi Perda Tentang 13 dan IMB
di Falerpaten Dati 1T Haluabowba, Fungsi
Pengendal tan dan  Fengavasan  DRRD, dan

Poniingb atare Pener imaan RUS dan 1ME,

Fenutup yang wmemuat mengenai

Fesimpulan, dan Saran—saran.




BAB 11

TINJRUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan ¥erja dan Mekanisme Kerja legislatif dan

Eksekutif Daerah

Dalzw  bonstelasi pencrintahan di daerah, di
mana DPRD pada habebatnya di samping sebagai  badan
resmt  yang @mewabili rabyat,  juges sebagai  partner
dalam merumuskan kebijabsanaan dalam menjalankan roda
poaerr intahan daorab, woperti vang terslirat dalam
pacal 13 ayat 1, Undang-Undang Mo. S Tahun 1974
dikatalan bahwa pemcrintah daerah adalah Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DERD).

Habeltat dimabsud di atas dipertegas denyunh
surat Menteri Dalam Megeri Mo. 120/2962/PU0D0  tanggal
24 Juli 1980, tentang Fenyelenggaraan FPemerintahan
Daerah, Walaupun kedua lembaga tersebut menialankan
fungsi yang berbeda, tetapi didalam pelaksanaan
begliatan don  pesbuangunan haruslah  sebagai suatu
bebulatan  yang vtuh dalan pemenuhan Yebutuhan  warga
masyarakat dan terbinanya kestabilan, keamanan, dan
Vetertiban wasyarabat dolam arti luas. Untuk itu
antira beduanya  sebagal  wnsur  pewserintah  daerah,
per 4 mendxlin hobungan Yerja sama yvang bail  dengan
dilandasi scewmangat  yang menjtusi dalen Undang—lindang

10
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Mo. 9 Tahun 1974 menurut hak dan kewenangasnnya sesual
tugasnya masing-masing,

Melt anisme hubiengan  Torja dan  tatx beria
tercebut  pada waunnya telabh di atur  dan digariskan
dalam peraturan  tats tertib DPRD. Di  sadari  bahbwa
DPRD sebagail  legislatif yang berfungsi sebagai
memperhatiban aﬁpi;aﬁi—awpirasi dan memajubran tingkat
Fehidupan  rakyat dengan  berpegang bepada program
penbangurnan pemerintah, telah banyal berbuat membantu
el sebutif  dalam  welal sanal an tugas dan tanggung
Jamabnya. Peranan dan partisipasi Dewan baik berupa
penetapan dan penyempturnaan anggaran, peninjauan dan
peEmbuhasan proyek -proyek acaberiban retomendasi
maupun menerushkan aspirasi masyarakat, dalan banyak
hial  telah  @endapatboen perbatian ebsebuti? sesuai
dengan kebijakezanaan pemerintah dan peraturan vyang
ber labu.

Penerapan  hubungan keris tata kerja tersebut
tidat akan mencapai sasarannya apabila tidak disertai
atas  tetnik dan seni berja  dalam pelaksanaannya
sehari-sehare.

Diudian hal  ind yang lebih pentinng adalah  tentang
periu adanya landasan tolak dan pemibiran yang sama
ol der i pihal  ebselotif maupan dari pihak
legistatif  dacrob yaitu besadaran untul. Wi wadb an

boesejahteraan anggoal masiy atat at yang adil dan mabaur



berdasarkan dengan Pancanila dan Undang-Undang Dasar
194% . Dalam pelaksanaasnnya sehari-hari, hubungan
kerja  1tu ditabukan dengan  acngadaban  rapat-rapat
ataun prerteauan secara  rutin werta peninjauan-—
peninjavan setempat bersama pihab eksekutif daerah.
Sepiotas  lalu yang dirususban  dalas  Undang-
Undang No.S Tahun 1974 dan Peraturan Tata Tertib DPRD
Fasd—roasany & cubap luas  dan lengkap. Moenwwrut
Fetentuan perundang-undangan vyang berlaku, dimana
seltilap  anyggobtsa DPRD memiliti hak dan Y.ewaiiban yang
cukup  luas dan mewpunyai bedudukan  terhormat  dalam
mendalantan tugas  pokeok  dan fungei dilingkungan
peaerintah  daerah dan masyarakat. Nasun tidak dapat

ipangl iri babwa  adanya  peraturan dan hak  serta

b ewad ibhan yang hebat dan luas belum menjamin
webaniteme Eerja  demi tercapainya keluaran Yarig
memadal, buik wecara Lualitatif Mallfpur SUeCAra

litanstitatif.
Dalam vzaha meningkatkan mutu DERD dan anggota
DPFRD, di sawping ketentuan peraturan dan upaya vyang
sudah  ada  dapat di tesmpuh upaya lain, diantaranya
yallua s
4. Demi mensubsestan tugas-tugas DPRD yanrng nota bene
tercurmin dalam dan begiatan homiai, maka
pemi Y ihan anigqeorta Vomisi-Lomts i di Saaping

herdasar  jatah dan perembutan antar fraksi Juag
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harws disesuailan dengan kemampuan farmal
dan waterial anggota tercctmt,

Jugea  deai  mendapat pimpioan bomisi  yang  mampu,
berwibawa dan ideal serta rajin beberja, maka
penilihan  piampinan komisi ada baiknya diadakan
sctelabh masa penganatan 3 bulan cara berlda bomisi
yang hersanglutan. Adapun pimpinan komisi  selama
masa  pecaliban dapat diberivan bepads  pimspinan
sementara  yaitu mereka yang berumur tertentu  dan
termudea.

Pemni mengimbangi  pengetabuan  dan beterampilan
farmal dan material pihabk eksekutit Jdi daerah  ada
Baiknya selurub anggota DPRD mendapat penataran
vang lenglbap mengenai seluk beluk tugas DEFRD dan
ruang linglup pemecrinlal dacrah,

Mengingat DFRD  adalah  juga  ansur pemerintah
dagrah, namun hanya untuk sasa bakti S tahun  dan
Lemudian tidal mendapat pensiun, maka ada baiknya
Lepada setiap anggota Dewarnr tiwajiblan agar tidak
meapunyal peberjaan rangbap di luar dan  peler)aan
lainnya.

Deal melancarkan tugas—tugas DERD hendabknya kepada
setiap komisi diperbantuban 2-3  orang ahli  di
bidang  yang di cabup bomisi tersebut  dun tidak
seboedwr tenaga administrasi cseperti yang ada  saat

st xrang inid.
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G- Domy aciengtatban citera dan fomunihasi Yealiig
di antara anygola Dewan dan Wargas masyaral.at, wmaka
hendakny o bubungan  masyarakat dari  DPRD dapal
bev fungst baib melalul evaluasi secara periodiy di
samping memberitan penjelasan terperinci  terhadap
pelaktsunaan tugus pob ok pemeriotahan di daerah.

Berda&urtaé dengan hubingan  Ferja antara
Fepala Raerah derngan DERD dal aa Proses penyelenggara-—
<l pemerlintahan  di daerah yahg hegitu berat,
deait lan pula wengenail wel anisme Leris naggota Dewan
dalam lingkungan hantornya yang serba kompleks yang
weiungl ink an selurute aparat peaerintah Daerah sedapat
aghin mampu menjalank an tugas dan  tanggung  jawab
masing-masing  yanyg telah dibebantan kepaedanya, guna
untul. mematithan penbangunan, pemantapan proses
petiyelenggaraan pemerintahoan dan peninglatan  selurah
masyaralat yang ada dalam witayah kerjanya terhadap

Lesvjahteraan dari herbagai bidang.

Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD

Sesvat dengan pedoman darn proses politik  vyang
berlaku secara thasional, waka dalam Undang—-Undang MNo.
TooTahwan 3974 ventang Fabob -potal FPeawrintaban  di
Daerah  telab digarisl an mengenal hak  dan Y ewasd iban
dar i DPRD  dalam melabsarialan tugas dan  fungsinya

sebriagal wat il rabyat. Derhasil atau tidalnya DFRD
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sebagal  lembaga legielatif duerah sangat tergaintung
dard berhbasidnyea g ab cansh an funguinya itu, demidhian
Jjuga halnya bagi sctiap anggota Dowan.

Dengan  uvratan tursebiut di atag, maka lepada

segenap anggota Dewvan dualade wendalant an fungsinya 1tu

salgict Yah brerat afrabrt Yo maaprr e Qhicryat g rhan
wengamalbannya berdasarbann yany  telah digariskun
dialam Undang-Undang Mo, S Tahun 1974 dengan

konsubuaen  dan pernuh tanggung  Jawab  sebagal  wakil
ek yat dan prewbiavie aspicasd MaaF 13 Mafiyarabat,
zehilngga dengan sendirinya di tuntut adariya tepetaan
dan wawasan yang luas untulk memperbatiyan bepentingan
rakyat dan Lepentingan dacr abroy .

Fada garis bwerson o legislatif duerali stsuad
dengatt artl aslinga 1alah peambuat  undang-undang  di
davrab yarg dalam s Uidode bed oo shiya di sebut  Ferda
(Feraturan Dacrahy, tetupy pert embangan betatunegara—
aft yang  menuntut porluasan bal dan bwad i ban Gerta
fungei legislatif telah bercbas dan berktembang sesuai
detigan tuntutancya.  Folau dibategoriban secCara
berurutan, aaka Furgei tegiclatif dacrah ialtah

1. Furngel mesni Y ih dode g yuleeh ek,
2o Funngean pegetetal Lo oo Pengariasan
3. Fungsi peasburat undeigoundang atau e o-
turan daerah atun Perda.
- Fungey Dobiat .,

Fangs i Repreconatasi',

N o

(B Marbun, S.H, 1997:158)
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et dasarlian Felima rangei badan loegislat it
duerab  sebagaimanea tersebut di oatas,  maba frenulis
Patiya weabahas pad.a fungsi pengendal Lan dan
pengawusan datas  kaiYannys dengan  penyelenggaraan
poemerintahan di dacrah wosusld patol pembashasan Judul
sbripel int.

Uritul: lehig Jelasnya mengenai fungsi  pengen-
dalian dan pengaviacan hodan legistiatif daerah dapat

diuwrailan secars toerperinei berilat ing.

= Fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD

Herlitil tolal dari rwmusan pedneeintah dacrah
Jr wtas, malba Yonselbucnsi logrs dart rumuesan 1oi DPRD
nengeaban tugas pengendaliosn dan pengadasan jalannya
pesetrintahan di dawerah. Dengan demikian DFRD
bertanggung jawab aclakesanasban saxlah satu fungsi
manajemen pemerintahan daerah berdasarkan Undang-—
urndang No. 5 Taruwn 1974 yvaitu amemberikan kesempatan
Yang sangat luas dan  besar bagi DPRD u tuk
melakeanskban fungsioges 1t atas Jalannya roda  peme-—
vintaban di daerah.

Tetapi dadaw prabtrek sering fungsi vital inid
Yidalb dilaksanalan atau b lun sempurna dan memuaskan.
Hal  ini disebablun Yarena DERD bail  secar lembaga

diaupun secara mndividu, frabei ataupun komisi  belum

et basil  welabsanaban dengat bail Varena ainimnya
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pengetabuan doasar modpun pengelalwan tebnd s Y Uiy

dipaaliti atauv sangat terbotasnya tinglat kamampuarnya

dad o mentnadl an tugunny o dibondiogt an duengan plliak

Cheebutif, juga bagian anggota Duewsn adanya  porasaan

cepat puac ataupun remalasan dan Lurangnya disiplin

darn tangoung jawab pribadi schagai wakil ra¥yat.
Sepert: dijelastan di  atas, dalam \Undang-

Undang Mo.S Tabhun 1974, meabuka dan member i kesempat—~

an yang  luas  bait dalam  bentulk  prefentif maupury

riepresit bepada  DPFRD untulk  aelalsanatan fungsinya
atas  Jalannya roda pemerintahan di daerah, antara
lain yaitu

a. Bersama-sama  dengan Fepala Daerah, mengatur dan
MUAGERELE i asan i tangga daerah dan tagas
pomban toan .

b, Macwinta bketerangan Pertanggung  Jjawaban  kepala
daerah  sekurang-burangnya sehkali setahun, atau
apablla  dipandang perlu aleh  DFED  atau Lepala
Daerah.

€. Lawalt hak anggaran DERD ikut  meaentulan rencana
anggaran atau RAPRL, perubabian APBD dan penaesahan
AFTD,

d. bLewat hak  mengaiukarn  pertany aain DERD dapat
WD yab an segala sectatu yang dianggaep penting

atas dalannya pemerintahian di daerah.
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Pewsdt hal moeminta veterangun OPRD dapat menanyal an
wigala seswatu bentung P ebi jal canaan Fepala Ducraet
abtias Jalannya toda poence int abvan dacr albi.

Lewal hab wengadaban perubaban DPRD dapet mengubat
sestatu rumuesan rencana peraturan atauw  keputusan
pemcriotah daerah,

Leniat hak pratgrﬁa DFRD dupal mengajubkan rencana
peraturan Yang diedwperbaiki, wmengganti, membuat
Ferda baru sama sekali.

Bersama-sama dengan ¥epala Dacrah, DPRD mengadakan
penetapan,  perubchan, dan penghapuean pajak Jdan
retribusi daerah.

Bersama-sama Fepala daerah, DPRD aenentukan utang
pivtang dan pinjaman daerah.

Borsama-sama Kepala Daerah, DPRD dapat  sembentul
parusahazan daecah.

Hersama—sama ¥Fepala Daerah, DERD wenentukan
peaghapusan sebagian atou seluruhnya milik daerah

Mengatur dengan Porda tentang pembentukan, susunan
organisasi dan format Sebretariat DPRD,
Sebretariat Daerah, Dicas-divaws dacrah, wesuai
dengan Podoman yang ditetaphan oleh Menteri  Dalam
Negeri .

Moo toe: dengearn Ferda tentanyg pengangt atan,
prednbertent tan stiicitlara, gaji, pensiun, taang

tunggu,  dan Nl Tardft toehguiial bl pengawas
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daerah sesaal pedoman yang ditetaphan oleh Mentert
Dalaw Hegeri.

. Mengatur  dengan FPerda tentang PreEnyelengqgaraa
Prenguerits an per b digogiag ) aviaban thaey ST R Ty IV NS T
Lenangadsy dawt ol wlelh FVopalo Duerah.

G. Mengatur dengan Ferda mengenai  usaha-usaha yvang
diadatan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

- Meaberi persetujuan atau menalak pada keputusan
Yepzla Daerah tentang Pendualan, diserahtan halbnya
Fopada pihat 1ain, dijaditan  tanggungan dan
puenggandaan barsng milik daerah yvang dipergunakan
untuk kepentingan umum.

q. Bersams-scawa dengan Kepal o Daerat, DFRD wmembuat
Perda tentang Repelita dan Rancana Induk

Peatsangunan Dacralaya.

Dengan  daftar  yang cubup panjang tersebut,
sebwnarnya  DPRD dapat melakuban  tugas pengendalian
dure pengawssan yang sangat luas, baik berupa tindakan
preventif wsupun  represif lewat penclakan. HMoianun
sebenarnya di Tuar duaflar di stas dolam prat el DPRD
sebagai  lembaga  legislatif, anggotam  fraksi  atau
Vol wavib b dbacngt ved o worigaodtal an [HOEYV D O st taan
dilapang atas sesuatu yang dilabsanakan aleh aparat
pedivcrintab davrate, Blananya dadam penirndanan PFRD

dapat langsung wengibuti perbteabangan pembangunan dan
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memberl  saran-saran untub perbaikan  atau sumbangan
piliran lainnya secara sendadal atau periocdik Lepada
aparat pemerintah daerah.

Felenghapen Dewan  (Pimpinan, ¥Yomisi, dan
Pavt b ta) dupal wcnngadal waon v aprats baerga dengan pthak
chbzebutit  yang warva dalain pratiek/taesenpatan ing
terbuta  luas baéi DFRD atiau  fralbsi, lLomisi  ataug
anggotsa DPRD untul member i Leterargar tepada pers dan
mass  media tentang yang dipilirkan demi Lepentingan
Jourrmt, Muanin seatte bk duan bwad iben § tu hanya dapat
weniadl  suatu  fungsi yang efektif  dan efisien,
toerpalang bewboli bepada anggots Dewan  itu sendici,
wpul wb mereka  wespunyal bakat, Lualifitasy Yang
memadal, dan mempunyai dedibasi datr ideal isme Y &g
tangguh  dalam mengemban dan  menunaikan tugas dan

PeEvagibantiya dengan bail. .,
Pengertian Pengendalian dan Pengawasan

FPengendaliwn dilal uban untud, engawatl  Sampai
dimana  uweaha-uvsaha yang  tielaks dijalankan. Apakah
sudah sesUal  dengan  program—-program yang telah
digarikan atau tidak. Sayang eekali, penafsiran dari
"pengondaltan”  ind amasib Belus terdapat  besamaan
bahiacan atau pengertian yvang mendasar. Ada sementara
or ang Yy weriafsiet con Tpengendalian tadi

dimalbsudbon  wnitub ceicder e N ALl —Ccaril hesal ahan



ar anig ladn, scehinggoe weratng Lrabnd ot osaan Lo angy
ncnvyenanglan  bagl piha) yang bersangkutan atau yang
terlibat didalamnya.

Arty sesungguhbnys dari pengendalian itu adalah
tugas untuk mencocokkan Ssampal dimana program-programn
Legiatan atan rencana veria yang telah digariskan itu
dapat dil;.d:.sanai-:dn. dengan bait. Dengan demid ian dapat
Ji) etatiui berbagat besalahan-besalahan,  belemsahan—
helemahan, bebwrangan ~Feburangan  dalam mexl akuk an

tuags itu serta dapat dicari 3alaem urctul aengatasinya

Jdan mencariban  altornatif  terbaik. Tugas untuk
menunjukl an Jalan atau alternatif ity ke arah
perbaikan inilah yang susungguhnya berat, Jadi
cetelah Lita  Fketahui  bersawma penyab.itnya, ik a
mudohilah Fita  membes il an abatnya  dengan me:lihat

iradilasi-icadivast yardy  ditiabulbarnrya  abkibut  duari
reaksi obat tersebut.

Karena adanya penafeiran yvang €alah mengensi
"pengendalianc itu, maka pengawas sering tidak
mendapat layanan yatg semeitinya, dizebabban tarcens
takut tertongkar rabhasianya dan dibtetahui  kesalabhan-
My s

Berdasarlan  dengan uraian tersebut  di atas,
mabka penulie dapat memberit s batasan pengertian
Pongendal Lade yareg il ety podurs pendapal Sovharno., ¥

{1985 : 105) mengatalan buatwsa o
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"Pengendalian adalah zuatu proses yang menen-
tulan tentang apa yang harus diterjakan, agar
apa yong diselenggarsban sejalan dengan
FENCana' .

Selanijulnya  aeyuarat  pendapat  Ir. Sujamto,

(1984:27) mengatakan bahwa :

“Fungendalian atdal ah cgagala Uk aha atzu
kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar
peterjaan  yang sedang dilaksanaban dapat
berjalan Bl dengan rencana Yang

ditetapkan  dan alau hasil  yang dikehendaki
certa scsual puly dengan segala ketentuan dan
Lebljial sanaan yvang berlalu®.

Berdasarl an desqigan Fedua perngertian
puengendatian 3tu, axba wenurul pendapat penulis
wengataban babwa pada hatl ebatnya pengendalian adalah
sustu proses yang meniadi Peganigant ataun panduan dalam
=zl akeanalk an berbagai  aktivitas, sehingga pada
gilivannya seluruh progrosm Veria yoang telabh dilakea-
natan/ditetapkan dapat terlalocana sebagaimana yang
diharaphan bersama dolam organisasi.

Sedangban  pengertian iri pengawasan itu
cendirl, bagl orang awanm mal ra PeEngawasan itu agaknyx
tidal terlalu sulit untub dipahami bahkan semua orang
merata =udah tabu tentang apas yarig dimaksudhan dengan
Pengavacan  ttu. At ao tetapl untubk mcoberi batasan
ative definigi tentang pengavasan ternyata tidak
begrta  audat, juga bagt prama chli manajemen  rupanya

tidal  begitu  andabs untu: memerikannya definiei
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tentang  pongawasan, namin dar i1t banyal. pula  yang
winberiban batasan pengertian dari PETIQaviig @l .,
Definici-definisi  yang  telabh dibersb.an oleh Prara
echili—-talid (ET R R ) Yerrnmiyat L e s am— diad ain
penigertian dan rumusannya, meskipun inti pengertian-
Fiyo pada wnivanys tideal jauh berbede.

Untuk baha$ pertimbangan, di bawah ini penulis
dapat meEnyurza b an b tasan pengertian wengenali
pengaviasan menurut pendapat ahli Soaewarna
Handayaningrta (1982 1 1473%) yang aengataban bahwa
pengavasan adalah @

"Ouatu proses dimana Pimpinan ingin gswengetahui
apakah hasil pelaksanaan yang dilakuben oleh
bawuharnya sesuail dongan rencana, fperintah
atauw kebijaksanaan yvang telah ditetapkan".

Selanjutny peERgertian  pengaswasan menurut
Sandang P. Siagian (1970 : 107) mengatakan bakwa @

"Fengavasan sdulah proses pengamstar dari pada
pelaksanaan seluruh begiatan orrganisasi untuk
mEnjamin agar supaya soaua bentuk fpreker iaan
vyeng  cedang dilaksanakan  berjalan sesuat
rencatin yang ditetaplban®.,

Berdazarban bedua pengertian tersebut di atas,
mab oo nyatalah bohewa  pengerlian pengavtasan adal ah
werupakan suatu proses pengamatan tertindap pelaksana-
e tugas peberlaan seluruh bavatan berdasarkan derngan

N TSRO b ja PRRITTY! ditetapl an alah pLlimpinan

crganisasi terevbut dalam upaya eenajalankan isisnya




mencapal tudjuan tertentuw.

Dalam  menguraikan  tentang pengaWasan bila
dikaitkan dengan organsiasi pemerintahan, maka fungsi
pengawasan adalah zangat penting, karena pENgawasan
itu adalah suatu usaha untuk MmeEnJ amin adanvya
beserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan
aleh daerah—daerah.dan oleh pemerintah guna menjamin
Lelancaran penyelenggaraan pemerintahan setara
berdaya guna dan berhasil GuUiia .

Adapun  bentuk pengawasan yang blasanya digu-
naban pencrintah daeerabh dulam pelaksanaan  penyelong-—
Yt wandl puinerifitaban daer ah yaitu @

a. Pengawasan Frepontif.

(1) Fengawasan prepentif mengandung prinsip bahwa
FPerda dan  teputuszan ¥Kepala Daerah mengenai
pob ok fertentu  baru berlabut  zesudah ada
pengesaban pejabat yang burwenang, yaitu
- Menteri Dalam  Negeri bagi Ferda dan

Feputusan Fepala Dacrabh Tingkat 1.
- Bubernur ¥epala Daerah bagi Feoerda dan
Feputusan ¥Fepala Daerah Tingkat 1I.

(2) Pada pobtobnys Perda  atau Yeputusan Kepala
Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengea—
sahidr yaitu g
= Menetaplkan betentuan—-betentuan yang aeqgitat

b yat, mengandung pecintah don zehagainya




— Mengadak.an ancaman pidan  berupa denda/
Llurangan &atas pelanggaran  ketentuwan dalam
Perda tercoebut,
- Menentuban vegala  sesuatu yang diketahui
waum, karena menyanghut kLepentingan rakyat,
L. Pengovazen Reprosif.

(1) Fengawzssan Represif dilabukan terhadap semua
FPerda atau Peraturan Daerah dan keputusan
Daerah.

(2) Ferngawasan Represit berwaiud pPenangguhan  atau
pembatalan Perda atau Keputusan Kepala Daerah
yang bertentangan dengan kepentingan umum  dan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
tinglatanmya. Penangguhan atau pembatalan  itu

dapat dilakuban oleh pejabat yang berwenang.

4. Mekanisae Pembahasan Raperda

Mek anismne pemnbahasan Rancangan Peraturan
Daerah vang disampaikan dengan berita daerah, pada
wihumnya dibagi  dua pokobr yang satu sama lain agak
berbeda dalam proses pembahasannya yaitu 3
@. Rancangan Peraturan Daerah di luar anggaran daerah
Rapoerds di luar anggaran dacrah yang meliputia
1. Gubernur FKepala Dagrah menyampaikan berita
daerah vyang memiat Raperda kepada piapinan

Dewan, urnnituk  memperoleh persetujuan dan
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prnetapan Dewan. Oleh pimpinan  dewan, berita
dagrah tersebut diteruskan kepada para anggota
dewarn untuk bahan penelitian.

Getelale di wngyap cul up Jiadaban purelitian
oleh para anggota dewan, berits daerah tersebut
di  bahas dalam rapat pimpinan dewan bersana
para pimpiman  fralksi atau komisi dengan
penjelasan terhadap Raperda yang bersangkutan.
Untuk menetaplan jadwal waktu pembahasan berita
daerah tersebut oleh dewan, termasuk pembahasan
fraksi dan blomisi, serta menetapkan acara  dan
walktu sidang peripurna dewan sesuai dengan tata
tertib dewan, disepakati dalam rapat panitia
musyawarah.

Fimpinan dewasn menyerahdan pembahasan berita
daerah tersebut kepada fraksi dan komisi vang
bereanghutan sesuxi  beputusan rapat panitia
Musyawvarah.

Frakui-fraksi menyampaikarn hasil penbahazannya
melalui surat kepada pimpinan dewan yang isinya
antara lain dapat mereruskan perbahasan Raperda
yang bersanglutan kepada komisi-komisi.

Dongan duiikian peoababasan Raperda dilanjutkan
ditinghat Fousisi~tomisi. Konisi-Vomisi terlebin
dahtilu mengadalan rapat-rapat intern dan bila

dianggap perlu menagdakan peninjauan eetempat



untuk  mendengar  saran pendapat para anggota
serta  menyusun daftar pertanyaan vang akan
diajuran dalam rapat kerja kepada eksekutif,
D&l am forum “apat Leria bomisi dengan
eksetutif, dimsna Fomisi dapat @meminta pen-—
Jelasan, aengajukan pertanyaan  soerta heny am—
paikan u&ul. perubahan (amandemen) terhadap
Perda.  Selesal rapat boerja dengan  cksekutif,
bomizi Fomisi  mengadakan rapat-rapat intern
untul menyusun kecimpulan hasil pembatae=n
wenjadi  laporan komisi yang akan disampailkan
dalam rapat peripurna dewan.

4. Buna mengadaban  penelitian  akhir terhadap
Raperda yang disesuaikan  dengan usul —usul
perubahan dari masing-masing komisi, diadakan
Torum rapat pimpinagn dewan dengan  aengundang
pimpinan komici~komisi dan eksekutif yang

bersangkutan.

~d

- Sesuail  dengan kezepakatan  panitia sy swarah
dalam sidang paripurna dewan, Raperda vyang
bersanghutan amempercleh persetujuan dewan.

Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran

Daereat,

Sedikit borbeda dengan pembahagan Raperda
seperti di atas, ‘Frhusus menyangkut rancangan

daerah yang mengatur penetapan anggaran daerah,



perubahan anggaran daerah, serta perhitungan
anggat an daerah, dari anggota Dewan melalui
panitia anggaran, sesual dengan tata tertib Dewan,
terlebih dahudu mengadalran peneltiian terhadap pra
rancangan Perda yang bersanghutan.

Gubernuﬁ Fepala Daerabh melalui Euratnya

menyampaikan  kepada pimpinan  Dewan bahan—hahan
MmEngenal  pra rancangan  nota keuangan/perubahan/
perhitungan anggaran untuk memperoleh penelitian
Panttia anggaran. Pilapinan Dewan meneruskan pra
rancangan  tersebut  kepada para ajgota panitia
anggaran untul mendapatkan penelitian,
Pada rapat panitia anggaran terlebih dahulu ekse—
kutif aenyapaikarn tasbahan penjelasan  wengenai
kebijaksanaan yang ditempuh dalam ranghka
Pefiyusunan nota bewangan/perubahan dan perhitungan
anggaran pada tahun anggaran yang bersangtutan.

Hazil Lesimpulan panitia anggaran diterus-
Lan hepada Piapinan Dewan Lepada Gubernur Kepala
Daerah sebagai  bahan penyempurnaars terhadap
rancangan nota keuvangan/perubahan perhitungan ang-
garan. Setelah pra ranceangan tersebut dJdieempurna-
kan sesuai dengan saran-saran panitia anggaran,
selanjutnya  Gubernur Fepala Daerah menyampatikan
kepada piapincs Dewan sebagai berita daerah yang

dEauat  Raperda  tentang penetapan perubahan/ per--



hitungan anggaran untub mendapatbkan  persetujuan

dan penwtapan dewan sebagai Perda.

Fembahasan Raperda selanjutnya adalah  sama
halnya  dengan proses peabahasan Raperdea lainnya,
Fhuzus mengenai persctujuan Raperda tentang pene-
tapan anggaran, cesuai tata tertib dewan di tempuh
sebagai berikut ;

1. Selesal penelitian bersama antara panitia ang-
garan dengan ehsekutif, maka berita daerah yang
mamuat Raperda termasuy  nota Leuwangan dan
lampirannya disampaikan cleh Gubernur Kepala
Dearsh dalam rapat paripurna dewan (Ke-1). Pada
rapat paripurna dewan (Fe-2) fraksi menyamnpai—
kan  pesandangan umumnya, dan pada rspat pari-
purna  dewary {(Lae-3)  Gubornur Fepala Duerah
membaritan Jawaban  atsas pemandangan tunum
fralzi teruebut,

<. Bebelum rapat paripurna dewan (ke-4) untuy mem-
beritan persetujuan atas penetapan Raperda
teraebut, seperti halnya terhadap Rraperda yang
lain, wmaka pimpinan dewan bersama pimpinan
bomisi dan elhselutif yang bersangkutan terlebih

dahulu mengadakan penelitian akhir.
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2.5. Peraturan Daerah
Saleh ecatu kegiatan utamzx DPRD ialah membahas ,
wemusyandrchlhan  dan Lenudian  mengesahlan penetapan
sttuatu Foraluran Daerah (FPorda). Adapun walah satu
ukuran keberhasilan atau uburan produktivitas DPRD
1alah didasarkan  atas beberapa banyak Perda yang
disahkannya sesua; dengan kepentingan daerah yang
diwakilinya, terutama  dalaa usaha meningkathan
pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat,
Setiap pembahasan sesuatu Raperda pasti meli-
bathan bampir seamua anggota DPRD dan memuat roda me-
Lanisme kegiatan DPED.  Adapunt aturan permainan
pembahasan  sesuatu Raperda hingga menjadi Perda di
atur dalam  Feraturan Tata Teortib DPRD berikut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Fenurut isi Undany-tndang No. S5 Tatan 1974 yaitu pada
38 sampal pasal 4% dan penjelasan atas Undang-Undang
Mo.% Tahun 1974 adaleh sebagai berikul
“Dalam rangka mengatur dan Mengurus urusan-—
Ubusan rumah tangganya sendiri baik  dugrah
otonom tingkat I maupun daerah otonom tingkat
11 dapat meabuast peraturan daerah." .
(B.M. Marbun, S.H, 1983 : 114).
Yang menetapban Perda adalah  adalah Fepala
Daerah dengan persctujuan DPRD berdasarkan dalam
pasal 38 Udnang-Undang No,. S5 tahun 1974, Dapat Jjuga

dijelaskan bahwa Toerde itu adalah merupakan suatuy

hacil berja  antara bBadan choebutif dan badar
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legislatif daerah webagai bagien  kegiatan  pemerin-

taharn  dan peabangunan daersh berdasarkan dengan ke-—

butuhan dan kepentingan dari daerabh yang bersangkuatan
certa tuntutan masyarabat itu sendiri untuk memajukan
dan mengembanghkan daerahnya.

Lebih jJauh  dupal diwraiban mengenai produk

FPeida vang herlak; dalam =suatu daerah harus diperha—

tilban yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan uakim
dan peraturan perundang-undangan atau Perda vyang
lebih Tinggi: tingkatannyva.

2. Mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam pera-
turan  perundang-undangan  atauw Perda yang lebih
tinggli tingtatannya.

‘o Mengatur sesuatu hal yang termasubl wrdgasn rumah
tangga daerah ctonom tinghkat bawahannya.

- Sesusi dengan sifat hwbungan antara pemerintah
pusat dengan daerats Jagrah otonom, bait derngan daerah
ctonoin tingket I maupun dengan dasrah otonom tingkat
IT, ataupun antara daerah otonaom tingkat I dengan
dagrah otonom tingkat 11, adalah bersifat pengawasan,
maka dalam rangka pengawasan preventif Perda dan atau

Leputusan Kepala Daerah mengenai polok tertentu  baruw

berlak.u sesudah ada pengosahan pejabat Y ang
berwenarg, yailu Mondagri  bagi peraturan ataun
keputus«an  Fepala Daerah Tinghat I, dan  Gubernur



d
k)

Kepala Daerah bagi Ferda dan atau ¥eputusan FKepala
daerah Tingkat 171.

Adapun Ferda atau Feputusan ¥epala Daerah yarg
untulb. berlabunya weacrluban pengesahan pejabat  yang
berwenang, pada pokobnya adalah waricy 1
1. Menetaptan hetentuan yang mengilat rakyat.

2. Mengadaban ancaman pidana berups denda/kurungan,
b

3. Meaberikan beban kepada rakyat.

4. Menentukan sesuatu yang perlu diketahui umum.



BAB II1

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Struktur Organisasi DPRD

Adapun struktur organisasi  Sekretariat Dewan

Fuerwak L lan Rakyat Daerah Tingkat II Bulubumba,

berdasarktan  dengan  Surat Feputusan Menteri Dalam

Megeri Nomor : 130 Tabun 1978 yaitu sebagal berikut i

[

L.

Devwan  Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin langsung
0leh seseorang Ketua DPRD.

Selbtretariat Pomvan Foerwakilan Rakyat Daerah
dipimpin oleh seorung Selretariat DPPD dalam  men-
Jalankan  tugas dan  fungsinya di bantu aleh
heberapa Sub. Dagian yaitu:

Sub. HBagian Uaun dipimpin oleh se@0rang ¥Fepala Sub
Bagian.

Sub. Raglian Percidangan dan Rizalah dipiapin oleh
seorang Fepala Sub. Dagian.,

Sub. Ragian Keuwangan dipimpin oleh seorang ¥epala
Sub. Bagian.

Fecseluruhan  Kepala  Sub-Sub Bagian  tersebut  di
atas, bertanggung Jjawab langsung pada Sekretariat
DD .

Urituek lebih jelasnya mongenai struktur

organisasi  Scekretariat DPRED Tinghat 11 Bulukumba,

dapat di lihat pada bagizn berikut ini.

-
P T Y
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GAMBAR/SEFAM 1 : Strubktur Organisasi Sekretariat DFRD

Fabupaten Daerah Tingkat 11 Rulukumba

::==;...==';:::zm.-.:::::::::n::::;:::::,.z:: e T

Berdasarkan Surat Yeputusan Mendagri

Nomar : 133 Tahun 1978

f e e e N, e e — AY
¢ Bupati Kepala Daerah |~-———-- i Bupati Kepala Daerah

¢ Tingkat 11 Pudlabumba §————emme Tingkat IT Bulukumba
\

e e e e

)f ______________________ \
¢+ Bupati Kepala Daerah }—v———mmme :
¢ Tingkat Il Bulubumba '———————— o a5 4
N e e e e e e /! H'H
el |
. Bupati Kepala Daerah }
i Tingkat 11 Bulukumba :
N e e /
Jmmm— e N
frm—————— N N e - \
+Sub.Bag.! [Sub.Bag.! !Sub.Bag.!
v Umum i iPers&Ric! ireuvangan
N o /o N ) e ——
Yetorangan :

memem—emme—ee 3 Baris Fomando/Perintah

mmmmsmz==ss 8 Kerja Sama

tresssene 3 Kerja sama dan Fembinaan Yepegawaian



3.2. Tugas Pokak DPRD

.

Adapun tugas polok dari Fetus DPRD yaitu
Menyusun  rencatia kerga dan mengadalan pembagian
berja FKetua dan Wakil FKetua serta  mengumumkan
Fepada rapat paripurna.

Memimpin rapat panitia Ansyawarah dalam menetaphsn
acara raput~rqp;t DID) serta pelabsanaannya.
Memimpin rapst DEFRD dengan menjaga agar  Feratuwran
Tata Tertib dilabsanakan dengan dsoekeama, memberd
pandangannya dengan tidalk terganggu.

Menyimpullan hasil peambahaszan dalam rapat yvang di-
pimpinnya.

Melaksanatan reputusan-keputusan rapat.
Menyampailan  keputucan rapat kepada pihak—-pihat
yang bersanglbulan.

Mengadalkan tonsultasi dengan Kepala Daerah.
Sedangltan tugas pokok Sekretariat DFRD vyaitu 3
Melayani segala kebutuhan DPRD, agar DPRD dapat
welaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-

baiknya.

Mengikuti Lkegiatan rapat-rapat DPRD dan membuat
risalah rapat dan catatan rapat.

Meaberiton  pertimbangan  teknis kepada pimpinan
DPRD, khususenya dalam kegiatan panitia mUsyawarah,
panitia anggaran, Lomiei-lomisi dan panitia

Lhusus,



d. Melakesanakan tugas hal lain yang ditugaskan oleh
‘ pismpinan DFRD.
Sclanjutnya dapat pula dijelachken tuygae pokok
dart panitio -panitia dan Lomlsi-Lomisi yaitu ;
¢. Fanitia Muysawarah sompunyai tugas yaltu z
(1) Memberi pertimbangan atau saran kepada

piapinan DFRD tentang penetapan program kerja

\
|
! dan pelak -  =anaan baik atas permintaan
pimpinan DPRD asaupun tidak,

(2) Menctapkan laegiatan dan jadwal acara rapat
PRD.

(3) Memutuzhan prititan mengenai tei risalah
apabila timbul perbedaan pendapat.

(4} Memberl saran pendapat kepada pimpinan DFRD
untub.  memperlancar segala pembicaraan atas
dasar mueyawarah dan untul smufakat.

(3) Dermusyawarah dengan FKepala Daerah mengenal
hal  yang berkenanaan dengan penetapan  acara
serta pelaksanaannya, apabilta di anggap perlu
oleh DPRD atsu oleh Kepala Dasrah.

b. Panitia Anggaran mempunyai tugas yaitu 3

(1) Memberilan saran dan pendapat ¥epala Daerazh

dalam mempersiaptan Rancangan MNata Keuangan,

AFED dan Perubuahanfiya.

(2) Memberikan saran dan pendapat  kepada DPRD

mengenal  Nota ¥Yeuwangan dan RAFBD, perubahan
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zerta  perbitungannya yang  Ltelah  dicampaitban
oleh ¥epala Daerah,
. Komisi-komisi mempunyal tugas yaitu :

(1) Melabeanakan pembrabias aat terhadap Rancangan
Perda dan Rancangan Feputusan DPRD yvang masuk
bidang tugue masing-masing bomisi,

(2} Melatubkan pengavasan terhadap  penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanzan  pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.

(3) Membantu  pimpinan  DPRD untulk mengupayakan
penyelesaian masalah yang disampaikan FEKepala
daerah bLepasda DPRD.

{(4) Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja vang
dianggap perlu ur bl dilakukan atas
persetujuan dari pimpinan DPRD.

(%) Mengadakan rapat berja dengan Fepala Daerah
dan melabukan rapat dengar pendapat dengan
perangl ot yang ada di daerah, badan dan
organisasi kemasyarabatan.

(&) Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPFRD
yang termaszuk dalam ruang lingkup bidang
tugasnys.

(7)) Menvpusun pertanyaan tertulis dalaw rangha Frem-
bahasan sesuwatu masalah yang aenjadi bidang

tugasnya.




3B

(8} Memberikin laporan kepada pimpinan PBFRD

tentang hasil peberjzan Lomisi.

d. Panitia Fhusuws Mmpuniyal tugas yaita

LM

(1) Fanitia Lhusug  welabeanab an tugas tertentu
dalam jungha waktu tertentu yang ditetaphkan
agleh pimpinin DPEFRD.

{2) Bertanggung jauwab langsung kepada pimpinan
DFRD.

(3] Rapat P ipuirta dapat MR rpetijang atan
memperpendelk. janghka waktu penugasan panitia
Lhusus,

(4) Panidtia Fhusns dibhutubd an oleh pimpinan DPRD
setelah jangka wattu penugasannya  berakhir
stau harena di nyatakan celecai.

() Tindal  lanjont panitia §tavus ditetaptan oleh

rapat paripurna DERD.

Fratsi mempunyai tugas yvattu

(1) Menentuban  dan mengatur segala  sesuatu  yang
dmenyanghat grusan fraksi masing-masing.

{(2) Meningkathan kualitas, kemampuan, eficiensi
dan efektifitas bkerja para anggota.

Dal am mlabukan  tugasnya tersebut di atas,

Fhutsaenya bepada frakei~fraksi dalam DPRD mendapat

Bantuan dari berbagail earana teknis adminiestratif

dari Sebretariat DRFRD.
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3.3. Keadaan Pegawai DPRD
Lhatuk mengetahuai keadaan peganai SOCAara
kualitatif pada DPRD Tingkat I1 Bulukumba seperti
tabizl di bawah indi.
a. Feadaan Pegawai Menurut Tingkat Fendidikannya
seperti pada Yabel berikut ini.

Tabel 1

FEADAAN PEGAWAT MOENURUT TINGKAT PEMDIDIKAM

MO..: TINGKAT PEMDIDIKAM | FREFKUENST : PROSENTASE

1 (] )
L] 1] ]
1 v SLTF (Sederajat) ' o H 15,15
[) & L}
» " [ ]
2 v SLTA (Sederajat) H 14 H A2,42
1 b L]
= i Sarjana Muda {(zede- ! 7
 Fajat : Q . DY &L
4 : Sarjana Lenghap ' b ' 15,15
' H 8
Jumlah H 33 ! 100,00

Sumber Data: Kantor DPRD Tingkat IT Bulukuaba, 1994

Berdasarkan pada Tabel di atas, maka dapat dika-
takan babwa  pada dazarnya keadaan pegawai  dilihat
dari  tinghat pendidikan di Fantor DPRD Tingkat 11
Buluiiuaba lebih banyal berada pada kualifikasi ting-—-
Lat pendiditan SLTA, menyusun Sarjana, dan Pendidivan
SLTE.

Burilot dnd g ctengahban pula wengenal Veadaan

pegawal menurut tingkatan umur/usia di kantor

tervebut seperti pada tobel di bawah ind,
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Tabel 2

FEADAAN FEGAWAT MEMURLT TINGKAT UMUR

MO, UMUR/USTA V' FREKUENST 1 PROSEMTASE

1 | 30 - 34 Tahun y = : 15,15

2 ) 35 - 9 ] 2 H 42,42

3 ! 40 - a4 : 4 : 12,12

4 , 45 - 49 i 1 ! 3,03

5 i 90 Tahun lke atas H 24 ' 78,79
Jaai ) ek : 23a D 100,00

Sumber Data: Kantor DPRD Tingtat 11 Bulubkumba, 1994

Berdasarkan pada tabel di atas, maka pada dasar-
Ny&  pegawal  yang ada di Kantor DPRD  Tingkat 11
Bulukuwimba dilibat dari tingkat umur/usianya terbanyak
pada vaur/usia %0 tahun ke atas, aenyusul umur  40-44
tahun sebanyak 4 prang dan umur 35-39 tahun terdapat
2 orang saja dan pada umur 4%-49 tahun hanya 1 orang
gaja. Yang berarti dikantor itu pada umumnya termasuk
pegarai Yang  adstipunyai kualifibasi Yang cukup
berpengalaman kerja yang senior.

Selanjutnys dapat diketengahban pada  tabel di
bavwah ini mengenai keadaan pegawai menurut jenis

Velamin.
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KA

tabel 3

FEADAAN FPEGAWAT MEMURUT JENIS KELAMIN

MD.!  JEMIS FELAMIN | FREKUENSIT  § PROSEHTASE
: . e o
1 ¢  Pria : 30 ¢ 90,91
L] 1] 1
2 0 Wanita i = ' O, 09
: . } H
Jum ah : 3% T 100,00

Btuber Data: ¥antor DPFRD Tingkat 11 Bulukumba, 1994

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, dapat

dikatakar bhahwa pada usuwnnya pegawai yvang «da  di
bantar itu rata-rata jenis kelamin pria sebanyak 30
orang, sedangkan jenis kelamin wanita hanya terdapat
2 arang saja.
Yang berarti di bantor itu lebih didominasi pegawai
berjenis kelamin pria dibandinghan dengan vanita, hal
int disebablkan karena formasi yang telah ditentukan
dalam penunjublban dan pemilibhan untuk duduk di  DPRD
dalam wmenjalankan  tugas dan fungsinya itu sebagai
wakil rakyat di daerah.

Sedanglan eusunan Personalia fraksi-fraksi  DPRD
di kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba yaitu :

a. Frabel Persatuan FPembangunan 1 1 orang
Lo Fraksi Karya Pembanguann : 283 orang

<. Frakei ABRI i 7 arang



Selanjutnya dapat pual dipaparkan susunan rersonal ia
Fang  terbentul dalam  panilia den  homisi seperti
terlihat berikut ini.

. Suzunan Fersonalias Fanitla Musyawarah dan Anggaran

(1) Panitia Musyawarah : 13 orang
(2} Fanitia Anggaran 2 20 orang

b. Sucunan Persoéalia Vomisi-komisi yang terbagi
atacs:

t1) Komisi A {Ridang Femerintahan)

Jumlah anggota sebanyal : 19 aorang
(2) ¥Fomisi B {Bidang Elonomi dan ¥euangan)

Jumlah anggota =ebanyat: i 7 arang
{3) ¥omisi C (Bidang Fentiangunan)

Jumlah anggota sebanyak t 9 orang
(4) Komisi D (Bidang ¥esejahteraan Rakyat}

Juinlah anggota sebanvyak T 7 arang
Pengan perincian bidang tugas masing-masing
meliputi :
(1) ¥Yomisi A dengan bidang tugas meliputi

= Uruzan Pemerintahan Umum

= Wrasan Feananan dan ¥otertiban

= Urusan Politik

= Wrusan bk dan Ferundang-Undangan

Urusan Foemce intalan Desa/Maelurahan
- Wrusan Vepegawaian

- Wusan Kependuedutan




— Urusan Pemilihan Umum

- Urusan Fertahbianan
Urusan Pembanguwnian Desa

- Urusan FPenerangan Fers dan Fomunikasi Sosial

- Uruzan Pemasyarakatan F4 (BP-7)

= Yrusarn Inventaris Barang Milik Daerah

- Urusan fforbatasan

- Urusan Lain-lain yang berhubungan dengan be-—
giatan pemerintahan dan Yeamanan

Komieli B dengan bidang tugas meliputi urusan-—

urusan yaittu

- Urusan Perdagangan

~ Urusan Pertoperasian

- Wusan Perindusterian

~ Urusan Pertambangan dan Energi

= Wrusan FPertanian

— Urugan Subsidi dan Bantuan

- Urusan Feuangan Daerah

= Urusan Fajak dan Retribusi Daerah

- Urusan Sumber-zsumber Keuangan lainnya

~ Wrusan Poerbant an

= Urusan Perusahaan Daerah

- Urusan Fenanaman Modal

- Uruzan  lain-lzin  yang bLerhubungan dengan

Ekonomi, keuwangan dan perusahaan daerah.




(4)

A4

Fomisi C dengan bidang tugas vyang meliputi

WrLtSGn—wriEan yad tie 3

~ Urusan Pekerjaan Umum

- Urusan Perloperasian

=~ Urusan Perindustrian

= Urusan Fertambangan dan Erergi

— Urusan Pertanian

- Urusan Subsidi dan Rantuan

- Urusan Feuvangan Daerah

=~ UWrucan Pajak dan Retribusi Daerah

- Urusan Sumber-aumber Keuangan lainnya

= Urusan Ferbankan

- Urusan FPerusahan Daerah

= Wruszan Penanaman Modal

= Urusan lain-lain vyang berhubungan dangan
ckonemi, keuangan dan perusahaan daerah,

Kamisi C dengan bidang tugas vyang meliputi

Hrusan—urucan yaitu :

= Urusan Pelerjaan Usnum

- Urusan Pertubungan dan Pariwigata

- Urusan Perumahan Rakyat

=~ HUrusan bartuan-bantuan {(Bantuan inpres}.

- Urusan lain-lain yang berhubungan dengan
bBidang pembangunan.

Komisi D deangan bidang tugas yang wmeliputi

urusan-urusan yaitu e
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- Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

— Urusan Agama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Eza.

- Urusan Keeehatan dan Yoluarga Berencanas

= Urusan Ketenaga kKerjaan

- Urusan Peranan Wanita

- Urusan Sosial (Bencana Alama, Panti Asuhan,
TMFR/FPeluburan Ysum dan Kepalang Merahan/PM1)

- Urusan Pemuda, 0lah Raga dan Pramuka

- Urusan  l&in-lain  yang  berhubungan dengan

bidang kesejahteraan rakyat.

3.4. Peraturan Tata Tertib DPRD Dati 11 Bulukumba

Berdasarkan dengan Keputusan DFRD Kabupaten
Dagrah  TYingtat I Bulubkumba  Nomor CA4/¥KPTS/DPFRD-
VI/1993, Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Bulukumba dijelacshan bahwa 2
DIFRD adalah Pemerintah Daerah yang SUEURaAnRNya mencer-
wirkan  perwakilan  seluruh rakyat daerah, bersama
Kepala Daerah di bidang legislatif. Lebih lanjut di-
tegaszhan bahwa DFRD vang jumlah anggotanyx sesual
dengan ketentuan Perundang—undangan yang berlaku,
terdiri  atas wakil-wakil rakyat dari organisacsi
peserta  pewiliban uoum yaitu persatuan pembangunan,
golongan karya, partai demgkrasi, dan ABRI. dan DPRD

terdiri atas frabei-frakei dan pimpinan DPRD serta
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alat kelengkapan Dewan lainnya.
Lebih lanjut  dikatakan  bahwa DFRD mempLiny i
tugas dan wowenary bhoerdasarkan pada pazal 4
Feraturan Tata Tertib DPRD yaitu eebagai bterikut
a. Rersama-zama ¥Fepala Daerabh menyusun APOD
b, Rersama-sama ﬁepala daerah  menyusun Feraturan
Daerah.,

€. Hersama-zama Kepsla Daerah melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan
vepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang scebagai-
mana dimalsud pada pasal 4, maka DPRD mempunyai hak
yaitu
a. Halk Anggaran
. Hat mengajukan  pertanyaan  bagt masing—masing

anggata.
€. Hal meninta keterangan kepada Fepala Daerah
d. Hak mengadaban perubabian Rancangan Feraturan
Baerah
. Hal mengaiukan pornyataan pendapat
. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
9. Hak Penyelidibhan
Maunun pelakcanaan  hak-halk  tersebut Yang telah
diuraikean itu, penulis hanya menjelaskan yakni 3
é. Hak nmengadatan  perubahan  Rancangan Feraturan

Daerah, berdasarban pasal 11 yang wmeliputi antara
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k.
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lain

(1) Setiap anggots dapat mungaiuh.an usul peruvbahan
atus Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Pobob-polol. usul perubahan sebagatmana  dimak-
sudkany  ayar 1) pasal int, disampaitan dalam
pemandangan umum para anggota pada pembicaraan
tahap ke dua.

(3} Usul perubahan sebagaimana di maksud ayat (13,
pasal ini disampaikan oleh anggota dalam pem-
bicaraan tahap ke tiga untuk di  bahas  dan
diputustkan.

Halt Prakarea mengenai Rancangan Feraturan Daerah

berdasarlan pasal 13 yang aeliputi :

(1) Setisp angoota dapat mengaiukan usul perubahan
atas Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Pokek-pokok usul perubahan sehagaimana dimak-—
sudkan  ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam
pemanidangan wanus para anggota pada peasbicaraan
tahep Le dua,

(3) Usnl porubahan zebaagimana di oms)sud ayat (1),
pazal ini disampaikan oleh anggota dalam pem-
bBicaraan tahap letiga untuk  di bahbae dan
diputustan.

Hal  Prabarsa mengenai Rancungat: Feraturan daerah

berducarkan pasal 13 yang meliputi



(1)

(4)

(5}

{6)

a8

Seturang-turangnya lima orang anggota yang

tidad  hanya terdiri dari satu  fraksi dapat

mengajuban  sesuwatu usul  prakarsa pengaturan

urusan daerah,

Usmul  prabares sebagaimana di eaksud ayat (1)

pasai  ini, dicompaiban tepada pimpinan  DPRD

dalam  bentul Rancangan FPerda  disertiai pen-

Jelasan tertulis.

Usul pada ayat (2) pasal ini, diberikan nomor

pokolk oleh Sekretariat DPRD.

Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DFRD  di-

sampailkan  pada rapat paripurna DFRD, setelah

sendapat pertimbangan dori Fanitia musyawarah.,

Dalam rapat paripurna, para pengusul di beri

Vesenpatan memberilan penjelasan atar  usu)

sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini.

Feabicaraan mengenal sesuatu usul pralaraa di-

labukarn dengan meaberiban Yesempatan bepada

- Anggota DEFRD lainnya memberikan pandangan

- tepala Daecrah lainnya maeaberikan pandangan

- Para pengural meaberiban Jawaban atzxe
pandangan pars anggata dan pendapat  Kepala
Daerah.

Fembicaraan diabhiri dengan Yeputusan DPFRD

yang #menerima atau menolak  usul prakarsa

amenjadi prabrea DPFRD.
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{(9) Tuta cara  pembahiasan  Rancangan Peratur an
Daerab atas prabros DPED mengiluti Fetentuan
yang berlaku dalam pembahaszan Rancangan Pera-

turan Daerah atus prakrsa Fepala Daerah.

{?) Selama usul prabkarsa diputuskan menjadi
pralres  anggots Doewan, pars  pengusul  borbak

-

mengaiaban perubochan atau mencabuinya kembali.
3.5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah

Koputusan DPRD  Fabupaten Daerah Tingkat I1
RBulubumba Homir @ O04/¥pts/DORD/VI/1993, tentang
Puraluran  Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingtat
IT  Bulubkumba pasal 92 bagian FPertaam dijelaskan
bahwa:

. Kepala Daerah dengan persetujuan DERD menetapkan
Peraturan Daerah.,

b. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari
Vepala Daerah atau usul prakarsa dari DPRD.

Fudea Ragian ¥Kedua pasal 93 merngenat  Rancangan
Peraturan Daerah memuat antara lain yattu =
(1) Rancangan Feraturan Daeral  yang herasal  dari

Fepala Dacrah dizampaikan kepada pimpinan DPRD
dengan nota pengantar ¥epala Dasrah.
(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul

prakarsa DPRED heserta perndjelasannya sebagaimana

L__________—
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dimaksud dalam pasal 13 disampailan secara

tertulis,
(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di  makeud
ayat (1) dan (2) pasal ini, digsampaikan oleh

pimpinan DFRED Lepada seluruh anggota DFRD.

Hamun apabila adadua Rancangan Peraturan Daerah yang
dicjuban mengenai hal yang cama, mala yang dibicara-—
kan adalah rancangan Peraturan daerah yvang diterima
terlebih  dabulu dan Rancangan Peraturan daecah yang
diterima Yemudian dipergunakan sebagai pelengkap.
Untuk  kagian Ketiga Feputusan DPRD ini, berda-
earkan pada pasal 95 mengenai tahapan poembicaraan

yang antara lain meliputi yaitu s

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan
gzl alul empat tahapan pembkicaraan, yaitu tahap I,
If, ITI dan IV, kecuali apabila Panitia
Musyawarah menentuban lain.

(2) Sebelunm dilakukan pembicaraan tahap I, III1 dan
IV, diadakan rapal fraksi.

{3) Apabila di pandang perlu panitia musyawarah dapat
menentukan bahwa pembicaraan tahap 111 dilakukan
dalam vapat gabungan kamisi atau dalam panitia
Lhisets .,

Adapun yarig dibahas dalam gsetiap tahapan
pembicaraan yang dilahukan oleh Anggota Dewan vyaitu

cebagat beribut g
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1. Feabicarasn Tahap T yang mezliputi vaitu

B

.

b.

Perjelasan ¥Yepala daesrah dalam rapat paripurna
terhadap Raparde  yang  berasal  dari Fepala
Daecrah.

Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan
rapat atauw gabungan Fomisi  atau pimpinan

panitia khusus atas nama DETD terhixadap raperda

usul Prakarsa.

. FPembicarasan tahap 11 yang meliputi yaitua :

Dalam hal Ranrangen Peratiiran Daerah yang

berasal dari ¥Yepala Daerah yattu ;

(1) Pemandangan winum dalam rapat paripurna oleh
Para anggota Dewan yang membawaban suara
fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah,
guna untud pembicaraan selanjutnya.

(2} Jawaban ¥Kepala Daerah dalam rapat paripurna

terhadap  pewandangarc  wmum p&ra anggota
Dewan.
Dalain hal Rancangan Peraturan Daerah LUEL]

prakarsa yang meliputi

(1) Fendapat Vepala Dasrah dalam rapat peri-
purna terhadap Rancangan FPeraturan Daerah.

(2) Jawaban  pimpican komisi, pimpinan rapat
gsbungan Lamici atau  pimpinan panitia
thusus atae nama DFRD dalam rapat paripurna

terhadap pendapat dari Fepala Daerah.
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2. Peabicaraan Tahap 111 yvang meliputi yaitu

Fombaharan dalam rapat komisr/rapat gabungan atau
Fapal panii bai Phesta, yang dilabod an ber ama oaia
dengon pejabiat yang ditunjulb oleh Yepalas Daerat,
Peambicaraan Tahap IW yang melipuati vaity 3
d. Pengaabilan  keputusan dalam rapat paripurna,
yang didabhulai dengan
(1) Lusporan hasil pembicaraan tahup I71.
2) Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disam-—
paiban oleh anggotanya.
b. Pemberian kesempatan bepada Kepala Daerah untulk
menyampaiban sanbutan terhadap pengambilan be-
putuszan tercebut.

Sedanghan  pada  hagian teenmpat  Leputusan  DPRD

ini, berzumber pada pasal 100 mengenal penandatangan-

an Ferda dikataban bahwa Perda yang telxh memnperol el

pereetujuan  DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah

bereama ¥etua DFRD.
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4.1. FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPERDA MENJADI PERDA

Dalam rangba proses poenyelenggaraan pemerintah-
an  dan  pesbangunan di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bulubumba, maha - Yepala Daerah bhecerta Jajaran
pemerintah daerah melakukan berbagal kegiatan
tertentu selaku pelakeanaan operasional daerah berda-—
Sarkan dengan tugas dan tanggung Jjawab yang telah
diberikan atau dizeraxhlan oleh Subernur Yepala Daerah
Tinglat T.

Guna werdaminn helancaran tugas-tugas dan
tanggung jawab yang telah diberitan itu, maka Kepala
Daeroh beserta Jajarannya diwajiblkan pada setiap
tahun wenyucun  berbagal kegiatan  program keeria
geperti halnya pesmbustan Rancangan Feraturan Daerah
(Raperda), sehingga dalam pelalsanaan btegiatan itu
tidal, terlepas  dari lejelian dan lepetaan melihat
berbagai permsalahan yang dihadapi daerahbnya, baik
menysnghut permasalahan yang dihadapi daerahnya, baik
wenyanghut kepenblingan warga asyarabalt yang ada  di
daerah Lerjanya maupun mengenasl Fepentingan  pemerin-
tahan dan pembangunian di daerahriya.

Hntul itue Kepala Daerah selaskbu badan eksekutif
daerah  harus mampu memaduban kedua kLepentingan ter-




sebut sebagai tugas dan tanggung jawabnya yang
bergitu berat, sechinggas sangat perlu melakukan
hubiungan keria dengan DPRD  dalam  membantu dan

menuniang  berbagai kegiatan yang berhubungan dengan
penyiounan prograa-program kerja untuk  dilabsanakan
cecara hoordinasi, terintegrasi dan tersingbronisasi
dalam menunaikan' tugas dan tanggung Jjawab masing-
Wwaslng, guna terciptanya Londisi kemajuan  dan foezr —
bembangan daerahnya itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian tersebut d atas, maka
¥epala Daerah be=zerta segenap Jjajarannya berkewajib-
an wembuat program kLerjo yang menjadi pegangan dalam
melabukan tugas-tugas Lersebut pada setisp tahun yang
tertuang dalam  bentuk Feraturan Daerah baik yang
bersifat untuk pendapatan asli daerah, untuk
kelembagaan maupun untuk peraturan Warga magsyarakat
itu =endiri,

Salab catu yang menjadi sorotan dalam pembahas—
an s¥ripsi ini vaitu tertuju Lepada Peraturan Daerah
yang csifatnya peneriman atau pendapatan &sli daerah
yang bersumber dari Retribusi Uang Sempadan dan Izin
Mendiriban  Bangurnan  sulai  dari penbuatannya  oleh
Fepala Daerah sampai pada pengesahannya. Namun dalam
proses  peabuatan atrau penyusunan raperda itu  harus

melalut proscdur pengusulan, pembahasan dan

persetujuan  oleh  DPFRD untuk mendapatkan  penetapan
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serta  pengesahan oleh Kepala Daerah dan DPRD itw
cendiri,

Sehubungan dungan traiam tersebut di atas, maka
Kepala daerah beserta segengy Jajarannya berlewajiban
membuat  prograa beria vang mendadi fpegangan  dalam
melabuban tugas- tugas terwebut pada setiap tahun vang
tertuang dalam  bentuk Feraturan Daerah  bailk yang
bersifat untubk pendapatan agli daerah, untuk  kelem-—
bagaan  maupun untull pengaturan Wwarga masyarakat  itu
sondici,

Salah =atu vamwy menjadl sorotan dalam pembahas—
an skripsi ini yvaitu tertuiju Lepada Peraturan Daerah
yang ifatnya penerimasan atau pendapatan asli daerah
yang bersumber dari retribusi Uang Sempadan dan Izin
Mendiriktan DBangunan wulai  dari pembustannyas oleh
Fepala Daersh sampai pada pengesabannya. Mamun  dalam
prozes  pembuatan atau penyusunan Raperda itu harus
melalui prosedur pengusulan, pembahasan dan
persetuivan oleh DERED untul mendapatlkan penetapan
serta pengesaban oleh Fepala Daerah dan DPRD itu
wendiri,

Dalam  hubungan  inilab anteara Leduinyae dalam
pruses penyuszunan Raperda sampai pengesahannya
terlihat  s«ling terkait. sebab Fepala Daerah  tidak
bisa melakukan Raperda itu sebagai  bagian  tugasnya

tanpa mendapatban percetujuan dan penetapan =arta
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pengesahan oleh DPRD untab dijal ankan.
Untuk letih jelasnya mengenad Prosae penyusunan

reperda dapat dilibat pada gambar 2 Leribuat ioi.

GAMBAR/SKEMA 2 @ Hubungan Ferja Antara Kepala Daerah

Dengan DPRD dalam Penyusuran Raperda

Mexijudi Ferda Tentang RUS dan IME
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Derdasarban dongan gouaebiar S sh oma PR ITH) telah
dipaparkan itu, maka di bawash ini penulis dapat
uraiban secara terporinci mengenai peroses PENYUSUN &N
ranCangan Peraturan Dacrall wenjadi Peraturan Daerah
dengan wmelalul  beberapa  langkah-langkah sebagai
berikat g
L. Langkah 1; Pwn;uaunan Raperda Tentang RUS dan IME

Pada langbah T ini, di mana segenap jajaran
pemerintate daerah dar yvang terkait  dalam hal ini
(Diriws Peherjaan Uoum, Dinas Tata Ruang Kota dan
Dinus pendapatan daerah)  pertama-tama melabukan
pectenuan untub membhicaral an mengenai Raperda vang
di-sun bereama  untul. membicaral an mengenai
Raperda vang disusun bersama untuk se@lanjutnya di
proses  dan  didicskusitan guna mondapatkan dan
monemuikan  berbagal alternatif yang terbaik  untuk
disusun dan dicempurnaban bembali bonsep  tercebut
sebelum dizerahkan bepada ¥epala Daerah.

Ponyusunan konsep Raperda y&ng telah
disepabati bersama diteruskan kepada Fepala Daerah
guna mendapatban pembahazan dan beterangan secara
mendetail cusunan bonwep ita, agar supaya nantinya
Liw  dari Fepals dacerah dapat menberikan masub an-—
masulan ser ta nendapathan Langgapan dar i barbagal
aparat  pemerintiah dacreh yang hadir, sehingga

dengan  demit ian  pada gitlirannya kesemuanya itu

;—__—____—_
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dapat dijaditan pelenghap dan Peny@npurnaan hantap
Faporda terzcbut ceboloam divzsulyan Lepada DPRD,

Setelah  selesal dileskuban dengan pendapat
dari cegensap Jajaran peada, maka Yepala Daerah
selubu penyelengqgara tertinggi di daerah memberi-
ban porsetujuan atas pengusulan bonsep Raperda itu
dari pmnyuﬁunanr untul disempurnakan dan ditam-—
bahlan berdasarkan hasil Lezsepakatan bersama  yang
selanjutnya di  susun kembali oleh staf Kepala
Daerah yaitu Bagian Yoeusngan, Bagian Pembangunan,
dan  Bagian HMHulbum dan Pemda terkait, sebagai
podonan s pegangan urntul, divusall an tepada DFRD,

Untuk b 11 penulis perlu tetengahkan
FETIC €16 & pendapat responden mengenai waktu
penyusunan Raperda dilakuban oleh segenap Pemda
ceperti tabel di bawah ini.

Tabel 4

FENDAFAT RESFONDEN (EKSEFUTIF) MEMBEMAI WAKTU
PEHNYUSUNAM RAPERDA OLEH FEMERINTAH DAERAH

NO. ! KILASIFIKAST i FREKUENSI y  PROSENTASE
: JEMIAEBLAH H (F} H ()
1. | 2 Mingyu ! 5 H 16,67
L} ] (]
2. E 1 Bulan ; 14 ; 44,67
1 ] +
e ; 2 Bulan ; 7 E 23,33
1 [] )
q. ; X HBulan ‘: 4 E 13,33
Jumlah H 30 \ 100,00

Sumber Data: Hazii'?engedaran Fuesioner,Tahun 1994
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Tabel itu menunjubkan, terdapat 5 arang
(19&5£,673%)  amengataban 2 aminggu, 14 orang (46,67%
mengatakan 1 bulan 7 orang (23,33 %) mengatakan 2
bulan  dan hanya 4 orang (13,33 % mengatakan I
bulan.

Berdasartian  dengan data terszebut di atas,
dapat ditatakan  bahwa waktu  peayusunan raperda
tentang RUS dan IMB yang berasal dari Femda ber—
dasarkan dengan pendapatan recponden pada LuihLmn y a
mengatakan berlangsung selama 1 bulan penuh, mulal
dari penyusunan tonscep Raperda selama 2, minggu,_
pengusul an boepada Yepala Daerah 1 o nggu,
pembahasan 1 minggae dan penyempurnaar. konsep vyang
telah disepakati 1 minggu.

Namun  dari  data itu, ada pula responden
rang  mengatakan waltu penyueunan Raperda hanya 2
dinggu saja tbarena yang borsanghkutan tidak
mengilutl  peabahasan dan penyempurnadan bembali,
ada  pula yang mengatal an berlangsung 2 smapai 3
btlan, tal  ind bVarena disamping Furang aktif
mengibuti peambahasan juga karena kurangnya infor-—
tael  dan beterangan yvang didopatkan selama  ber-—
langsung  pembahasan sampai pada penyaemnpuraaannya

bezwmbali untuk divsulban Yepada DPRD.
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Langkah I1 : Penguzulan Raperda dari Fepala Daerah
Yoepada DFRD

Denguns Lewepabatan atus penyusunan Rapeorda
yanyg  tebahn dibabas bersama antara Kepala Daerah
dengan gelurub jajarannya, mxk & selanjuinya
Raperda  itu siap untuh diusulkan Lehadapan DOPRD
dengan  nota pe;gantar dari ¥epala dagrah. Selan-
jutnya DPRD  sesual dengan tugas polok dan
fungeinya selalu pomroses produk Ferda menerimanya
dengan  bait untul mendapatban  pembahasan  secara
borzama—czama,

Dengan penguseulan Raperda  itu, Yepals
Daerah berzama-sama Jajarannya Lertunjung ke
Fantor DFED untuk memberitahuban maksud dan L uan
Ledatangannya dalam menycerahkan secara resmi
cusunan Raperda yang telah dibuat guna mendapatkan
persetujuan darit DPRD celalbu  badan legislatit
dawrah.

Fengusul an susunan  Raperda  yang telah
dibuat aleh Kepala Daerah lL.ehadapan DPRD hanvya
berlangsung satu hari saja sambil MENUNggY surat
pemberitahuan/informasi dari DPRD untuk mengada-—
lan rapat atau pertemsan membicarakan Raperda yang
telah dicsulban itu.

Untuk  lebih  jelasnya mengenai  hal ini,

dapat kita lihat pendapat responden mengenai
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selang waktu pengusualan Rapaerda yang berasal dari
Vepala  Dacrah bepada DPRD scbelua dilakulan pem—

bahagan, sepe Ll pada tabo! boriluat ind.
T:itl(;‘l 5_"

FEMDAFAT RESPOMDEM (LEGISIEKSC) MENMGEMAT SELLAMG
WAETU PEMGUSULAN RAFERDS YAMG BERASAL DARI

VEPALA DAERAM FIIFADA DFRD SEQELUM DIRAHAS

M. FLASIFIFAS] ! FREFUEMNSI 4 PROSENTASE
2 N IIOTAY LTS . (F) H %)
1 1 ]
1 [ ] (]
t. | 1 Minggu 0 — i -
1 (] ]
2. 1 2 Minggu : 28 ; 45,67
3. 1 3 Minggu ] 20 B 33,33
] + L]
4. 7 1 Bulan 3 12 H 20,00
; : ;
Juml ah ' 50 H 100,00

Sumber Datz: Ha=zid Fengedaran Fuesicnoer,Tahun 1994

Tabel it menuwnjulban, terdapat 20 arang
(4H,467 LY mevigatabon 2 minggu, 20 orang (33,33
mengatakan I minggu, 12 ararg] (20,00 %) mengatalkan
1 bulan dan tidad  jawaban yarng  mengatabran 1
mingygu.,

Perdazart an dengan duta tersebut di  atae,
maka dapat dit stoban bahwa selang waktu pengusulan

Faperda  yang  bueracal dari Yepala Daerah  kepada




ODFRED cebiclum dila) ul an penbiahasan winuamnya 2omingou
wedal divgulban. Ind borarti selams masa itu  DIFRD
mempelajari dan menganalisa mengoenatk iwl dan
mabsud tujusn vang di oactat dalam Raperda tersebut.,
Mocuntin doe i ofaty 1 b Juga, torlital pendapat
responden yang mengataban selang waltu poenguewnlan
Raperda  dari Vepala Dacrab Fepada BPFRD . seuelum
dilakulan  pembahasan berlangsung sclama 3 minggu
dan  bahkan ada yang mengataban 1 bulan, hal ini
digebablhan barena di samping kesibukan mengerjakan
tugas-tugasnya dilapang  juga  Yarena kurangnya
informasl dan Leterangan yaong diperoleh dari teman

sekerjanya di kantor berbeda-beda.

Langhah 111: Fenbahasan Raperda dari Fepala Daerah
dengan DFRD.

Raperda vyang berasal dari  Kepala Daerah
yang  telah diuwswlban Lepada DPRD, selaniutnya
dapat dibahas  dengan melaxlui Fenyampaian surat
Leterangan peabs=vitahuan vntuk dilakubkan pembahas~
Lot geCars borzoame toams  Berte undangan hepada
seluwruh  aparat Ppemda dan instansi terkait, guna
mendengar tdary  nengetahui  Raperda Y s&ng Liaru
diusullban Fepala Daerah.

Balawm pewmbahassn Raperda tersebut, proses
pelakzanaannyva melalui 4 tahapan pembicaraan

yaltue
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Fembicaramy Tabap [ oyalttu

Ditmana pada tahapan ini Eepala Daerah selaku
penyucunan dan petngusul Raperda it diberiban
Fesempatan sepenubnya bepada DPRD melalui Rapat
Paripurna ini untuk meaberikan penielasan dan
Feterangan  secara aendetail isi dan makeuwd/
tuJuan yang éitandung dalom Raperda itu.
Selanjutnya  setelalr solesasd pPenjelasan  umum
dari Kepalas Daerah, temudian dilanjutkan rapat
Faripurna oleh Fiampinan FYumisi/Gabungan Fomiei
ataxs nama DPRD terhadap Raperda itu sehagad
usal  prakarsa dengan  senberitan Lesempatan
anggota Dewan lainnya mewmberikan pemandangan
Berupa garan, usul dun tanggaparnya dan  Kepala
Dacrah bertevajiban memberikan pendapatnya atas
waran, uaul  dan  tanygapan  yang dilontartan
arggota Dewan.

Feabicarasn Tahap 11 yaitu i

Dalcun lanjutan  proses pembahasan Raperda
tersebut  di mana  anggota  Dewan vang hadir
memberikan pemandangan wnum dalam Rapat
Paripurnea yang dibawal an langsung cleh Fraksi-
fraksinya terhadap isi Raperda itu, ‘tkemudian
dawabian Kepala Daerah dealam hubungannys dengan
pemandangan angaat, fealoi,

Fada Rapat FPoarpurna itu bertangsung untulk  mem—
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hahas  Raporda itua, selanjutnya  anggota  Dewan
mempunyal hak prabarsa vang meliputi; pendapat
dari Fepala Dacrah dalam Rapat dan  jawaban
Figpinan Vomlsi/Gabungan  Fomiei atae nama
BFRD  terhadap pendapat yanyg telah diberitan
Gleh Kepala Dacrah.

Fembicaran Tahtap ITI yaitu :

Peabicaraan pada thap ini yaitu pembahasan oleh
Fomisi~homisi melalui rapat kecil yang dilaku-
Lan boersama-sama dengan pejabat atau pemerintahn
daerah terbait  dengan  Raperda yany telah
ditiahas ity atiau pojalat lainnys yang telah di
tunjul alel Fepala Dacrah.

Fembicaraan Tahap IV vaitu

Pada  1lahapan  yag terakhane ini, dimana DFRD
bersamc—sama dengan anggota Dewan mengambik
Leputusan  berdasarkan dengan laparan-laporan
hasil pembicaraan pada  tahapan 111 serta
pendapat abhir dari satiup Fralsi (Frakei FPer-
satuan  Powbangunan, Fraksi Karya Pesbangunan
dan Friksi ABRI) yang diszmpaitan aleh anggota-
shiggoetuanys  dan pomberLan kesempatan bepada
Fepala  Dacralr wibul. menyampalban sambutannya
Ler badap Penganblilan kEeputusan dari DFRD

bersama dengan angyota lalnnva.
F



&5

Se-hubiingan dengan langlsah-lang! ah atau
broces  pembahasan Rapoerda tersebut di atas, maka
acfa baiknya dapat melihat  waktu atau bhari
poembahasan antara  Fepala Daerah dengan DFRD

cepgr bl pada tabel boribut ing.

- Teabel &

FENDAPAT RESPONMDEN (LEGIS+EFSE) MEMGEMNAL WAKTUY
FEMBAHASAMN RAFEFRDA DLEH KEFALA DAERAH DENGAN

DEWAN PERWAKILAM RAKYNAT DAERAH

pMa. ! FLASIFIKASI ] FREVUENMST . PROSEMNTASE
C JEWAEAN A (F) : (L)
1] L] L]
] ] (]
1. ) Y hari saja ! - ; =
. ' '
2. ) 3 hari eaja ! - . -
L L] L]
1 + *
3. 1 5 hari saja . 248 . 43,33
L] L] ]
4. | 7 hari usaja p x4 ! ah, 67
L] 1} 1 )
Jumlah 3 &0 " 100,00

Sumber Data: Hasal Peongoedaran Yuesioner, Tubkun 19949

Tabel itu menunjulkan, terdapat 2 orang
(AZ2,37%) aengatakan % hari saja, 34 orang (54,87%)
mingatakan 7 hari saja dan tidak ada jawaban yang
angataban 1 hari dan 3 hari saja.

Berdasarkan dengan data tuersebut di atas, maka

dapat ditatakan  hahwa walktu pembahasan Raperda
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lebh Fopala Dacirah dengan DPLL berlangeung selama
Loohart saja, hal dni berdasarkan dengan prosedur
selama 7 hart saja, hel ini  berdasarkan dengan
procedur dan petunjul teknik pelaksanaan pembahas-
an yang  telxh ditetaptan anggota  Dewan dengan
et aluid prosew  yang panjang pada  empatl tahapan
pembicaraan untuk  mendapathan hasil perumusan/
pengasbilan beputusan apabah Raperda yang diusul-
Lan i1tu di terima ataupun ditolak.

Mamun dari data itu, ada pula yang
mengataban waktu pembahasan Faperda itu hanya ber-
langzung  selama S hari saja, hal  ini  disebabkan
harena yang bersanghbutan tidal hadie pada hari
v=0gq  telah di tentukan dalam  proses pembahasan
Raperda itu, ada pula bkarena sakit, tugas
dilapangan dan tidal mengetahui jadual persvidangan
danjuga ada  vyang semang sengaja tidak hadir
berdacarlan dengan daftar hadir yang telah diedar-—

ban sclama persidangan berlangsung.

Langhah IV: Persetuijuan Raperda  dan Feretapan
menjadi Perda.

Dengun  welalui proses yang cubkup  panjang

dalum  pomtrahasan Raperda tersehut, kemudian DPERD

dapat  maberilban  penilaian  akhir sebagal  hacsil

rapat  terhadap Raperda percetujuan dan penetapan
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menjadi  atau menolak dengan berbagai pertimbangan
matang dari seluruh anggota Dewan untuk menerima/
menolak .

Bagi anggota Dewan sebelum meaberikan per-
setujuan atas Raperda itu, maka terlebih dahulu
melakukan  rapat kecil untuk meminta pertimbangan
atas Raperda itu sudah sesuai dengan aspirasi
rakyat, tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dengan dasar itu saran dan pendapatan dilontar¥an
dari  berbagai anggota Dewan yeng terbagi atas
Fraksi-fraksi dan Gabungan Fomisi sebagai
pelengkap dalam susunan Raperda itu.

Setelah para anggota Dewan melakukan rapat
akhir ﬁntuk memperoleh hasil penilaiannya, maka
Ketua DPRD, Wakil DPRD dan Sekretariat DPRD
menberikan kesimpulan alhir kedapan Kepala Daerah
geluruh peserta sidang dengan memberikan persetu-
Juan  atas Raperda vang diusulkan dari Kepala
Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda tentang
Fetribusi Vang Seapadan dan  Izin Mendirikan
Bangunan Momor 09 Tahun 1993 Lembaran Daerah
Fabupaten Dati IT Bulukumba Momor 03 Tahun 1993
Seri B. Maomor O3.

Di  bawah ini penulis dapat wmengetengahkan

tabel mengenal pendapat responden mengenai  selang
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viaktu persetujuan Raperda untuk ditetapkan menjadi
Perda.
Tabel 727
PENDAPAT RESPONDEN (LEGIS+EKSE) MENGENAI SELANG
WAKTU PERSETUIUAN BAFERDA UNTUK DITETAPKAN

MEMNJADI PERDA RUS DAM IMB

MO. | KLASIFIKASI | FRENUENSI i PROSENTASE
H JAVIARAN ' &2 H %)
1. g 2 Minggu é = g =
2, 5 1 Bulan E 37 ; &61,67
.4 ; 2 Bulan ; 23 ; 38,33
) . '
4. E 2 Bulan ; - ; -
Jumlah : &0 ‘ 100,00

Sumber Data: Hasil Pengedaran Kuesioner,Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 37 arang
(61,87%4) mengatakan 1 bulan, 23 orang (38,33%)
mengatakan 2 bulan dan tidak  ada  jawaban yang
mengatakan 2 minggu dan 3 bulan.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa selang waktu persetu-
Juan dari FRaperda itu untuk ditetapkan menjadi
perda dengan macsa waktu selama 1 bulan, hal ini
disebabkan oleh barcena anggota Dewan dalam membe-—
rikan persetujuan atas Raperda harus didasarkan

beberapa pertimbangan yaitu mulai dari epentingan
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rakyat umum sampai kepada penyelenggaraan pemerin-
tahan  dan  pesmbangunan serta disesuaikan dengan
perkembangan daerah itu sendiri, sehingga pada
gilirannya Perda yang disetujui dan ditetapkan itu
pada  hakekatnya mengandung unsur rasional tanpa
ada pihak yang dirugikan.

Namun da;i data itu, ada pula yang mengata-
kan selang walktu persetujuan dan penetapan menjadi
Ferda berlangsung cselama 2 bulan, karena di
Gamping tidak mengikuti parkembangan dari Perda
vang telah mendapathan persetujuan dan penetapan-—
nya dan juga dikarenakan menganggap yang bersang-
kutan  telah menunaikan tugas dalam pelaksanaan

pembahaszan Raperda.

Langkah \': Pengesahan FPerda oleh Fepala Daerah dan
DPRD.

Dengan langkah terakhir dari cuatu perda
yaitu harus mendapatkan pengesahan secara resmi
dlas Perda itu sebelum dilaksanakan ¥epala Daerah,
sebab Kepala Daerah selaku penanggung  Jjawab dan
pelaksana tugas, sedanglkan DFRD dengan ber pedoman
bepada fungsi yang dimiliki dalam melakukan
penngendalian dan pengavasan atas Perda itu dan
pengelolaannya, sehingga di antara keduanya

merupakan  bagian tak terpisahkan satu sama lain
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dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan
dan  pembangunan untuk Lepentingan masyarakat itu
csendiri.

Sebagal langkah akhir dari proees ini yaitu
Fedua belah pihak harus membubuhkan tanda tangan
dtas Perda itu sebagai panduan atau pedoman  dalam
menjalankan tu;és pada obyek/di lapangan. MNamun
sebelum dilaksanakan Perda itu, maka terlebih
dahulu harus dikirim sebagai pelaporan
kepada pejabat yang lebih éinggi yaitu Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I guna mendapatkan pengesah-
an  serta tanda bukti atas tugas mendapatkan
pengesahan <certa tadna bukti atas tugas dan
tanggung jawab yang telah diberikan Lepadanya, dan
selanjutnya dikirim kembali ke daerah tersebut
untuk  dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
Jawvab.

Untuk  lebih jelasnya mengenai  pengesahan
Perda oleh Kepala Daerah dan DPRD, dapat kita
lihat pada tabel berikut ini pendapat responden
mengenal selang waktu dari penetapan Perda untuk

mendapatkan pengesahan ceperti beirkut ini.
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Tabel 8
FENDAFAT RESFONDEN (LEGIS+EKSE) MENGENAT SELANMG
WAKTU DARI PENETAPAN PERDA UNMTUK MENDAPATEAN

FENGESAHAN DARI KEPALA DAERAH DAN DPRD

MO. | FKLASIFIKASI i FREKUENSI 1 FPROSENTASE
: JAWABAN ‘ (F) H (%)
h 1 E 2 Minggu ; - ; i
' ' '
2. 1 1 Bulan ; 41 ; 68,33
3. E 2 Bulan E 10 E 16,467
4. ! 3 Bulan : 9 : 18,00
Juml ah H &0 - 100,00

Sumber Data: MHasil Fengedaran Kuesioner,Tahun 1994

Tabel itu menunjukkan, terdapat 41 arang
(£8,33 %) mengatakan 1 bulan, 10 orang (16,67 %)
mengatakan 2 bulan, 9 arang (15,00 %) mengatakan 3
bulan dan tidak ada jawaban mengatakan 2 minggu.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas,
maka  dapat dikatakan bahwa selang waktu setelah
penetapan Ferda untuk mendapatkan pengesahan
Gleh Fepala daerab dengan  DPRD pada umLmny &
berlangsung selama 1 bulan, hal ini disebabkan
Larena banyaknya tugas-tugas yang menjadi beban
dan tanggung Jjawab yang dikerjakan di samping itu
pula untuk perubahan dan penyempurnaan kembali

sebelum disahkan dan pengiriman kepada Gubernur
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Kepala Daerah Tingkat I guna wntuk diketahui dan
mendapatkan pengesahan.

Mamun dari data itu, ada pula yang wmengata-
Fan selang waktu penetapan Perda untuk mendapatkan
pengesahan  berlangsung selmax 2 bulan dan  bahkan
ada yang mengatalkan sampai 3 bulan, hal ini di-
sebabkan karen; terkadang Fketerlambatan dal am
proses  perabahan  dan penyempurnaan dari Kepala
Daerah ataupun =ebaliknya dari anggota Dewan harus
carmat/tanggap mempelajarinya, manganalisa heabali
serta memusyavwarahkan  sebelum dieahkan oleh
Fejabat di Daerah kepada Gubernur Juga terkadang
mengalami keterlambatan dari 1-2 bulan lamanya.

Sebagai akhir dari uraian terdahulu, maka
penulie dapat mengursikan permsalahan yang biasa
terjadi dalam wmelakukan hubungan keraja antara
Kepala Daerah dengan DFRD yaitu terkadang terdapat
perbedaaan pendapat atau silang pendapat di antara
mereka  terutama dalam pembahasan  DFRD fengenai
penetapan  Jjumlah RUS dan IMB. Dari pihak FKepala
Daerah (Esekutif) dalam pembahasan APED mengingin-—
Lan atau mengajukan jumlah sebesar Fp. 100.000.,000
namun  dari pihak Legislatif Daerah menginginkan
Jumlah RUS dan IMB sebesar Rp. 135.000.000,-,

Setelah keduanya melakukan perundingan dalam pem-

bahasan penetapan jumlah APED khusus untuk RUS dan
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MA, dengan mengeluarkan alasan—-alasan dan
pandangan-pandangannya disertai dengan perincian
mengenal obyek/sasaran pada pengenaan RUS dan IMB
pada setiap pemchon, sehingga pada akhirnya mereka
sepakat menetapkan jumlah sebesar Rp. 129.000.,000,
demikian pula tahun anggaran sebelumnya selama 2
tahun  anggaran berjalan yang penulis Jadikan
sebagal sasaran penelitian.

Dengan adanya kesepakatan yang telah
disetujui oleh DPRED dengan ¥epala Daerah, maka hal
itulah yang menjadi bahan pertimbangan apabila ada
di antara anggota masyarakat yang membangun tanpsa
memiliki surat izin untuk mendirikan bangunan pada
lokasinya, supaya warga masyarakat tersebut dapat
menyadari sepenuhnya dan mengindahkan berbagai
larangan demi untuk kepentingan antara masyarakat
dengan pemerintah itu sendiri dalam mensukseskan

program Yerja dari pemerintah setempat.

4.2. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan DPRD

Sebagai  landasan polok ditetapkannya FPerda
tentang RUS dan IMR oleh Kepala daerah untuk melak-
sanaban  serangkaian proses kegiatan dari  isi  dan
tujuan yang tertuang dalam Perda itu, sementara DPRD
mempunyai fungsi melakukan salah satu fungei

manajemen pemerintahan terhadap Perda itu yaitu
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fungsi pengendalian dan pengavasan demi terjalinnya
penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan
serta dapat mewujudkan perkembangan dan ‘kemajuan
daerah untulk kepentingan warga masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian dan
peEngawasan  yang dilakukan DPRD itu adalah merupakan
ugas yang cukup berat yang tentunya memerlukan
Lecabapan dan keterampilan khusus oleh anggota Dewan,
Larena berhasil tidalnya menjalankan fungsi itu
wangat tergantung pade kejelian dan kepelkaan melilhat
berbagai masalah dan keterpaduannya dalam mengemban
amanah  yang menjadi wewenang dan  tanggung Jawabnya
selaku badan legislatif atau yang mewakili/membawakan
aspirasi  rakyat umum dan sekaligus sebagai aparat
pemda menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
dan  pembangunan  untulk Fepentingan masyarakat itu
sendiri.

Fungsi pengendalian dan pengawasan yang
dilakukan cleh DPRD yang bertujuan untuk menciptakan
cistem koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam
menjalankan tugas masing-masing baik Kepala Daerah
maupun DPRD sebagai pemerintah daerah, cehingga pada
gilirannya keduanya miempunyal tugas yang berbeda yang
tentu  dapat menemulan berbagai permasalahan dan  ke-—
kurangan dalam pelaksanaan terhadap Perda yang telah

disetujui dan ditetaplan bersama untulk dapat dijadi-



Lan sebagai loandaszan pakok dalam pernyusunan dan pem—
batasan Raperda poada Latwn mendatang sebagai
pelengbap dari Perda yang lalu.

Untul  dku DPRD dalam mel ok ul.an fungsi pengon-
dalian dan pengawasan teradhap Perda yvang telah di-
sttujul dan ditetapkan dengan mengantisipasi bilamana
mendapath an Letiméungan dan  kesimpangsiuran dalam
pelatsanaannya oleh FKepala Daerah bercama staf
pengelola, selalua wabil rabyat dan pemetrintah daerah,
wedanglian fungei pPeENgaviasan yang dilakukan anggota
Dowan  tertuju pada piengelalaan dan hasil yang  telah
dicapal  berdazarkan dungan perencanaan jumlah  pene-
rimaan vang  telih ditetaplan. Karena hal ini
wminyangbut aengonsd o rimcan/pendapatan asli daerah
vyang berasal dari RUS dar TMB yang diperoleh dari
iasyatrabat/peinahon .

Pembahasan  mengensi  cara  hedus fungsi DPRD
terhadap Poerda  tentang RUS dan  IMB yaitu sebagai
berikat
1. Fungsi Pergoendalian DERD.

Seperti yang telah diurail an di atas, babhwa fungai
pengendaslian vang dilabukan  oleh DERD adal ah
berlkenaan langzsung dengan  Perda vang telah
dicahban, Sehbillngga bri }isstiania terdapat/terjadi
penyinpangan dan kekeliruan yang dilakukan oleh

Fepala Dasrah beredams Stof pengelola atas  perda
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itu, maka DPRD dapat memberikan pengendalian

dengan cara sebagai berikut H

t.1. Meamberikan Pembinaan yang sifatnya :

.

Mendidik

DFRD berkewajiban memberikan pembinaan
dengan cara membimbing kepada badan eksa-
butif daerah bersama Jajarannya bilamana
dalam pelaksanaan tugas sehubungan dengan
Perda itu terdapat tidnakan dan pelanggar-
an, maka DFRD menyarankan dan meluruskan
kembali un tuk tetap konsekuen pada
peraturan yang telah ditetapkan supaya
tidak menghambat jalannya pemerintahan dan
pembanguann daerah serta tidak bertentang-
an dengan kepentingan masyarakat umum.
Menasehati dan Mengingatkan

DPED berkewajiban pula memberikan pembina-
an dengan cara menasehati dan mengingatkan
kepada badan eksekutif daerah bersama Ja-
jajarannya, apabila terdapat kesalahan dan
kecimpangsiuran atas tindakan yang dilaku-
kan Kurang sesuai dengan aturan yang telah
digariskan, sehingga DFRD dapat menganti-
sipasi atas permasalahan/tindakannya itu
untuk  kembali kejalan yang sebenarnya

untuk melakuban tugas dengan penuh
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Fansubkuen dan tanggung Jjawabiya selaku
aparat pmerintah daerah dan pelayan
masyarakat.
1.2. Memberikan Pengarahan yang sifatnya
a. Mengatur
DFRD dalam melakukan fungel pengendalian
atas Peda itu, maka berkewajiban memnberi-
kan pengaturan  dengan sebaik-baiknya
kepada badan eksekutif dengan melalui cara
mengurus dan menata scdemikian Ul
kepentingan masyarakat umum dengan tke-—
inginan pemda dan menggerakkan serta mem-
berikan wmotivasi kepada segenap Pemda
untuk meningkatkan gariah kerja dan
smenagat kerja dalam melakukan tugas pakok
dan fungsi selalu Ppemda dan pelayan
masyarakat.
b. Petunjuk dan Perintah

DPRD dalam melakukan fungsi pengendalian
atas  Perda itu, maka berkewajiban membe—
rikan  petunjuk dan perintah kepada badan
eksekutif Gguna merangsang penerimaan
pendapatan asli daerah dapat dicapai
fesual dengan target yang telah ditetapkan

aleh FKepala dacrah serta mampu melebihi/
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meningkatkan PAD pada tahun—-tahun
mendatang.
Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi  pengenda-—
lian DPRD terhadap Perda tentang RUS dan  IMB  di
FKabupaten Daerah Tingkat 11 Bulukumba seperti  pada

Tabel berikut ini:

Tabel 9
FENMDAPAT RESPONDEN (EKSEKUTIF) MENGENAI FUNGSI PE-

MNEGENDAL IAN DFRD TERHADAP FERDA RUS DAN IME

MO. KLASIFIKASI ' FREKUENST | PROSENTASE

: JAVIADIAN : (F) : (%)

b 40 ; Sangat Obyektif ; 13 ; 43,33

2% ; Cukup Dbyektif ; 10 ; 33,33

N ; Kurang Obyelktif ; = E 16,67
' ' '

4. ; Tidak Obyektif ; 2 ; b,467

Jumlah ! 30 i 100,00

Sumber Data: Hasj) Pengedaran Kuesicenr, Tahun 1994.

Tabel ttu menunjukkan, terdapat 13 arang
(4%,33%) mengatakan  sangat obyektif, 10 arang
(33,33%) mengatakan cukup obyektif, S orang (16,87%)
mengatalan kurang obyektif, dan hanya 2 orang (&,&67%)
mengatakan tidak obyektif.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka

dapat dikatakan fungsi pengendalian yang dilakukan
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DFRD terhadap Perda RUS dan IME berjalan cukup dan
gangat obyektif, hal ini disebabkan karena kejelian
dan Lepelkaan DPRD melakukan  fungsinya itu yang
menjadi  wewenang dan tanggung jawabnya baik sebagai
wakil rakyat maupun badan legislatif daerah dalam
membina dan mengembangkan keterpaduan dengan  badan
eksekutif sebagai bemda.

Mamun  dari  itu, terdapat pula pendapat dari
responden mengatakan pelaksanaan fungsi pengendalian
DFPRD terhadap Perda itu berjalan kurangobyektif dan
tidak abyebtif tetapi jumlahnya relatif kecil, hal
ini disebabkan karena masih ada di  antara mereka
belum sepenuhnya menjiwai dan menghayati arti fungsi
pengendalian terhadap Perda itu dalam wenjalankan
tugasnyx.

2. Fungei Pengawasan DPRD.
Sedangkan fungsi pengavasan yang dilakukan oleh
DFRD dalam kaitannya dengan perda tentang RUS dan
IMB yang berkenaan langsung kepada pengelola atas
Jalannya arah dan tujuan yang ingin dicapai atau
target rencana penerimaan yang bersumber dari RUs
dare  IMBR  vang berasal dari masyarakat/ pemchon.
Untuk itu bagi DPRD melakukan tugas dan fungsi
pengauwasan Lepada badan eksebutif, dalam hal ini
dilakukan aleh Fetua DFRD, Wakil DPRD, Komisi B

dan FKomisi C, Pada bomiei B membidangi masalah
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ekonomi  dan  ¥Feuangan dengan bidang tugas pada
urusan keuangan daerah, urusan pajak dan retribusi
daerah, sedangban pada komisi C membidangi masalah
pembangunan dengan  bidang tugas pada urusan
pekerjaan umum dan urusan perumahan rakyat.
Adapun  cara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
terhadap pengEI;laan RUS dan IMB dari Kepala
Daerah bersama jajaran pemda yaitu
2.1. Melakukan pengamatan yang sifatnya i
a. Secara Langsung
Fengamatan anggota DPRD dilakukan SECara
langsung terhadap hasil keria badan
eksekutif dan jumlah penerimaan hasil RUS
dan IMB sesuai dengan kesepakatan yang
telah disahkan bersama, maka apabila dalam
pengelal aan penerimaan RUS dan IMB
dianggap kurang baik yang tentunya dapat
mengurangi realisasi target yang akan di-
capai, eehingga sewaktu-waktu dilakukan
pengaviasan  tanpa diketahui oleh badan
ekselutif eelaku pelaksana teknis opera-
sional dan administratif keuwangan untuk
pendapatan daerah.
b. Secara Tidak Langsung
Fengamatan anggota Dewan dilakukan secara

tidak langsung dengan melalui laporan
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pembukuan per triuulan/semesteran dari
hasil perkembangan penerimaan RUS dan IME,
sehingga bilamana terdapat kesalahan atas
pelaporannya  maka  wanggola Dewan berhak
meminta keterangan dan kejelasan secara
mendetail guna diketahui letak kesalahan
dan ketimpagan yang terjadi untuk
csecepatnya menperbaiki menyempurnakan
kembali agar tidak terulang lagi.

]
-

2. Melakukan Pemantauan yang sifatnya 3

a. Secara Langsung
Femantauan secara langsung yang dilakukan
anggota Dewan terhadap obyek bangunan yag
telah diterbithkan oleh badan eksekutif
bagi pemohion  untuk disesuaikan pada
penguburan dan  bangunan itu sendiri,
segingga apabila terdapat kekeliruan dan
kesalahan dari pengelola ataupun dari
pemohon dapat diperteosukan untuk mengeta-
hui  kejelasan supaya di  carikan Jalan
keluarnya secara kekeluargaan dan dihimbau
antara  pengelola dan pemobon untul tidak
berbuat hal serupa itu lagi.

b. Secara Tidak Langsung
FPemantauan secara tidak langsung dilakukan

oleh anggota Dewan terahdap pengelola RUS




dan IMB untuk memberikan pelaparannya dan
memperlihathan seluruh gambar bangunan
Yang telah diterbitkan, selanjutnya dipe-
lagari dan dianalisa kebenaran chyek
bangunan dan letak bangunan yang telah di-
ukur guan dicocokkan kembali di lapangan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian antara
letak  dan  ukuran bangunan dari  pemohon
untuk segera mengikuti apa yang telah di-
tetapran oleh Pemda, demikian pula repada
pengelola  bila terdapak  kesalahan dalam
rengukuran  dan letak bangunan di  ajukan
dalam perigubkuran dan letak bangunan
diajukan pemchon untuk segera meninjau
kélapangan mencocokkan kebenarannya supaya
bertindak lebih kritis dan peruh
pertimbangan dalam menetapkan  pengukuran
dan menerbithkan surat izin membangun  pada
setiap pemohaon agar tidak terulang
kejadian seperti itu lagi pada masa-maca

mendatang.

Untuk lebih Jelasinya mengenai furgs: pengawasan

7ang dilakukan anggota Dewan terhadap pengelola RUS

o

an IMB seperti terlihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 10
FEMNDAFAT RESFOMDEN (EKSEFUTIF) MENGENAI FUNGSI PENG-
VASAN ANGGOTA DEWAN TERHADAF PENGELOLAAN

RUS DAN IME

Mo, FLASIFIKAST ! FREKUENSI | PROSENTASE

' JALABANM H GE) ' (%)
: ' :

1. | Sangat Obyekti+f ! s ' 20,00

2. | Cukup Obyektif ! 12 1 40,00
L] ] ]

3. 1 Furang Obyebtif ! 10 H 33,33
" ] L]

4. | Tidak Obyektif 2 ' &,47

Juml ah H &HO v 100,00

Sumber Data: Hasil Fengedaran Kuesioenr, Tahun 1994.

Tabel itu  menunjukkan, terdapat & orang
(20,00%) mengatalan  sangat obyektif, 12 arang
(40,00%) mengatakan cukup obyektif, 10 orang (33,33%)
wengatakan kurang obyektif dan hanya 2 orang (6,467 %)
mengatakan tidak obyektif.

Berdasarkan dengan data tersebut di atse, maka
dapat dikatalan bahwa fung=i pengawasan yang dilaku-
kan  oleh anggota Dewan terhadap pengelola RUS  dan
IMB, sudah berjalan degan cukup obyektif, hal ini
disebablan karens anggota Dewan senantiasa melakukan
pengamatan dan pemantauan pada obyek bangunan dalam
pengelolaan RUS  dan IMB melalui pelaporan secara

rutin  dan  berkala dapathan prases penerbitan dan
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pengenaan RUS dan IMB, maka pihak eksekutif atau
aparat  pemerintah daerah wmenginginkan pembongkaran
terhadap obyek bangunan tersebut karena tidak
mempunyai  IMER  dan belum dikenakan Retribuei Uang
Sempadan bagi masyarakat itu, sehingga pihak
Legislatif Daerah/DFRD sebagai wakil rakyat ‘tetap
selalu membantu éan memperhatikan masyarakat untuk
mencari alternatif terbaik bagaimana caranya RUS dan
IMB sedapat mungkin tetap di bayar sebagai keharusan
bagi warga masyaralat yang menggunakan jasa pemerin-
tah daerah termasuk dalam melakulan pembanguan  rumah
tempat tinggal, perkantoran bagi pengueaha, perbaikan
dan pemugaran rumah /ang meapengaruhi perkembangannya
pembangunan pagar, dan lain-lain sebagainya.
Fesemuanya RUS dan IMB nva Lepada pihak eksekutif.
DPRD senengahi dengan cara memberikan keringanan bagi
masyarakat dalam pembayarannya untuk di angsur sampai
mengambil  IMEB  dan belum dikenakan Uang Sempadan,
untuk  mengangseur sampal lunas dengan kesepakatan di
antara mereka  yaitu Fepala Daerah dan DPRD selaku
viakil-wakil rakyat di daerah.

Adapun  gambar/slema mengenal  fungsi DPRD  seperti

terlihat pada uraian berikut ini.
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GAMBAR/SKEMA 3 : Fungsi Pengendalian dan Pengawasan
DFR  Terhadap Perda Tentang RUS dan
IMB di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bulukumba
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4.3. Peningkatan Penerimaan RUS dan IMB di Daerah

Kepala daerah sebagai pelakeana operasional
terhadap  Peraturan  Dacrah tentang  reltribusi Uang
Sempadan  dan Izin Menidrilan Bangunan di daserah se-
lanjutnya dilimpahkan tugas tersebut kepada jajaran
pemerintah daerah dan vang terkait dalam mengelola
langsung pendapatan asli daerah yang bersumber dari
RUS dan IMB dari pemohon/masyarakat.

Pada tahun anggaran 1992/1993 jumlah target
kentribusi daerah yang bersumber dari RUS dan IME
yaltu sebesar Rp. 55.000.000,- pada waktu itu
dikelola lang=ung oleh Dinas Fekerjaan Ui .
Sedangkan tahun anggaran 1993/1994  jumlah target
Lontribusi  daerah yeng bersumber dari RUS dan  IMR
yaitu sebesar Rp. 129.000.000,- waktu ity ditelola
cleh Dinas Tata Ruang Kota.

Dalam masa 2 tahun anggaran terakhir 1992/1993
dan  1993/1994, yang eerupakan sasaran pembahasan
penulis dan sekaligus menjadi bahan analisa antara
Jumlah  yang ditargethkan dengan hasil yang dicapai
selama tahun anggaran tersebut itu dan dihubungkan
dengan  obyek penelitian yang tertuju pada fungsi
pengendalian dan  pengawasan yang dilakukan DPRD
terhadap adanya peningkatan penerimaan RUS dan IMR di

Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.
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Untuk lebih jelasnya, maka penulis dapat menge-—
tengahkan mengenai data-data jumlah target penerimaan
Fontribust  dacrah  yang bersumber dari RUS  dan IMn
tahwn  anggatan  1992/1993 - 1993/1994 di Kabupaten
Daerah Tingkat II Bulukumba serta dengan realisasi
dan tinghlat prosentace yang dicapai Masilng-masing

seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11
TARGET PENERIMAAN KONTRIDUSI DAERAH DARI RUS DAM IMD

SERTA REALISASINYA DI KABUPATEN DATI 11 BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 1992/1993 - 1993/1994

MO.! TAHUN T AR G E T! REALISASI i PROSENTASE
: v (RUFIAH) | (RUFIAH) H (%)
1.11992/1993) S55.000.000! 57.106.378 ' 103,83
2.11993/1994]129.000.000!135.325.727 H 104,90

Sumber Data: Kantor Sekretariat Wilayah Daerah.

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa
pada tabun anggaran 1992/1993 jumlah target penerima-
an  yang bersumber dari RUS dan IMB  serta realisasi
haeil yang dicapai, terlihat pengelola dari Dinas
Felkerjaan Umum mampu melebihi target yvang ditetapkan
dengan jumlah pemchon yaitu 400 orang. Sedangkan pada
tahun anggaran 199371994 jumlah target penerimaan RUS

dan  IMRBR dan realisasi hasil yang dicapai, terlihat
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pengelala dari Dinas Tata Rfuang ¥ota juga Maun
melebihi target yang ditetapkan dengan jualah pemchon
yartu 450 orang.

Fror dacarban dungen  data b, Wik dapat
dikatakan bahwa selama 2 tahun anggaran  yang telah
berjalan terlihat jumlah yang ditargethan oleh Fepala
Daerah Kepada staf pengelola RUS dan Mo
boerhasil /aampu melebihi target yang ditentulan bahban
pada tahun anggaran 1993/1994 di mana jumlah yang di-
targetran  lebih tinggi dari tahun lalu namun staf
pengelola mampu  memcauhi target itu dan bahkan
melebihi. Tni merupakan suatu indikator bahwa eelama
2 tahun terakhir mengalami peningkatan drastis dari
Jumlah yang ditargetkan dengan realicaci yang dicapai
oleh staf pengelola, hal ini disebabkan karena keman-
tapan dan kesiapan serta kerja dengan baik terutama
yang berasal dari RUS dan IMB untuk peningkatan
pesbangunan daerah.

Apabila kita hubunglan dengan fungsi pengenda-—
lian dan pengawacsan DPRD, maka dapat dikatakan bahwa
dengan  bteberhaszilan dari ¥epala Daerah heserta staf
pengelola  terhadap pelaksanaan Perda RUS dan IMB
selama 2 tahun anggaran berjalan telah dikelola dan
dijalankan dengan baik, hal ini disebabkan karean
fungsi pengendalian dan pengawasan DPRD terhadap FRUS

dan  IMB  terzecbut telah berjalan dengan baik dan
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berfungsi secara obyeltif, sedanglan fungsi pengawas-—
an juga terlihat berjalan dengan baik dan  berfungsi
dengan cukup obyektif,hal ini terbukti selama 2 tahun
anggaran  (1992/1993 - 1993/1994) pada tabel 11, di
mana jumlah target yang direncanakan selalu mengalami
peninglatan demikian pula realisasi hasil yang
dicapai selama 2 ;ahun anggaran sebagai obyek anali-
£isie penulis.

Dengan hasil yang dicapai eselama 2 tahun
anggaran berjalan  itu sebagai pendapatan asli daerah
yang bersumber dari warga masyarakat/pemohon dengan
pengenaan retribusi Uang Sempadan pada saat pemerin-
tah  daerah melakukan pengukuran lokasi bangunan dan
pemasangan pantolk yaitu dengan cara perhitungan luas-
nya bangunan di kaki jenis hubungan cserta dikalikan
dengan 3 1/2% yang telah ditetapkan Kepala Daerah.
Sedangkan  pengenaan Izin Mendirilan Rangunan kepada
setiap pemohon dikenakan yang administrasi sebesar
Ep. 3.000. -,

Berdasarkan dengan Fkeseluruhan uraian yang
telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa
dengan keberhazilan DPRD dalam menjalankan  fungsinya
1tu dalam upaya peningkatan penerimaan daerah
tidatlah  berarti bahwa  segalanya  telah berjalan

dengan lancar tetapi dalam pelaksanaan fungsinya itu

berbagail permasalahan yang dihadapi, salah <atu di
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antaranya yaitu masih banyaknya warga masyarakat vang
ingin mendirilan bangunan belum sepenuhnya memperoleh
atau mendapatkan IMB terlebih dahulu dari aparat
pemerintah setempat terlebih lagi pengukuran bangunan
dan pemberitahuan letal bangunan yang akan didirikan
oleh warga masyarakat tersebut,sehingga bila adg yang
Ledapatan/ketahuan membangun tanpa penguburan  dan
izin maka dari pemerintah daerah dapat langsung
membongkar bangunan itu sehingga pada akhirnya mereka
didosnalk untuk mombayar  dan  mengambil izin uwuntuk

membangun scehalipun dengan cara mengangsurnya.




BAB V
PENUT 0P

95.1. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian pada bagian terdahulu,
maba penulis dapat menarik beberapa kesimpul an yaitu
sebagail beritut 3 -

1. Hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD
dalam penyusunan Raperda menjadi Perda tentang RUS
dan  IMB di Fabupaten Dati 11 Bulukumba, terlihat
bahwa dalam penyusunan Raperda yang berasal dari
Fepala Daerah itu berlangsung selama 1 bulan dan
viaktu pengusulan menunggu sampai 2 minggu sebelum
di bahas.
pada proses pembahasan Raperda antara Vepala
Daerah dengan DPRD berlangsung selama 7 hari,
selanjutnya selang waktu perectujuan Raperda untu)
ditetapkan menjadi Perda dengan waktu 1 bulan,
demilkian halnya waktu setelah ditetapkan FPerda itu
untulk mendapatlan pengesahan dari keduanya selama
1 bulan.

2. Fungsi pengendalian dan pengavasan DPRD  terhadap
Perda tentang RUS dan IMB di Fabupaten Dati TII
Buluiumba, dimana  terlihat Tungsi  pengendalian
yang dilakulan DPED tertuju Fepada Perda dengan
wmelalui pembinaan yang sifatnya mendidik, menaze-

?1




Fati  dan meagingathan, juga wmelalul pengarahan
yang  sifatnys mengatur dan memberikan  petunjulk
Lot boe perintahe Feneacanyo ind sndah terdabuana
dengan  sangat obyokhtif, il dismabsudkan tidak
Lerjadi  ketimpangan dan penyiwpangan atas Perda
vang  telah ditetapkan  itu, Gedanghan fungsi
pungawasan DPRﬁ tertujo pada pelaksanan &US  dan
IME  dengan smelalui pengamatan sifatnya langsung
altas  hasil berda dan realicasi yvangd icapal dan
tidal langrung  bordoawart.en 1 HPLIT el peabul dan
perlalel tif,  dan melalui penantauvan yarng sifatnaya
langswing toerhadap obyel bangunan dan secara  tidak
langeung sesuat Yaporan dari pengelola. Kesemuanya
itu telah berjalan cubup  obyebtif agar EUPRY A
mencegah adanya  kesalahan dan kLebeliruan dalam
penerimaan RUS dan IME untul: mencapal target  vang
ditetapkan.

Fungsi perngendalian  dan rpengawacsan  DFRD  dalam
meningtathan penerimaasn RUS dan IMB, terlihat pada
taktwwn  anggaran 1992/1993 target vyang ditetapkan
yaltu  sebesar Rp. B3.000.000,~ dengan realisasi
y&hg dicapai  yaitu Rp, S7.108.378, - {103,83%),
sedangban  pad  atatun anyggaran  1993/1994  target
vang direncanaban yaitun sobosn ar Rg. 129,000 000, —
dengan realisssi Yang dicapai yvaitu

Fip. 128.725.707,~ (104,90%),




Rurdusarba dengan hasil veng telah  dicapai itu
bila dikaithan dengan fungs:i  pengendalian  dan
pengavtasan yahy  dilabuban oloel DERD, terlihat
weadpt - meningbatlan junlah ponerinsan RUS dan IME

selama 2 tabun anggaran.

D.2. Saran-saran .

1. ¥epala Dacral Sebagal badon ebeelutit daerah harus
sErtad T UL ac e e lal il s babaaigsn beeia dengan sebaid ~
badltnya VYepada DIGD sob el badlan legyiolatif
daerah wntul lebih weniingbathan kerja sama  dal am
pearasesan produl. Ferda  yuang  aban dijalastan ’
wehingga whban terbine harmonicssi dan sinkronicasi
selaku Pemda dealam menjalan tugas polok dan fungei
MASING-AS g, Quaia amen)amin penyelenggaraan pe-—
werintatian dan pombiangunan dovrat.

S Dalam e lal aloan Fungn Lt pengendalian,  mata  DERD
Farus  lekih jeli dan tegas  menalandan tugseny s
selbiagad wab il rabyat da celulu pemerintalh dacrah

serta senanticea memperhatil an sS2pirasi masyarabkat

dan  bepontingan puemiérintahan dan peabangunan,
sehinggea Fracla yiliranm, a dapat tercipta

beterpaduan, kesclarasan dan keseimbanrgan antara
L] ]
Foancha doa [HTERERIIY oF N RR dennd Virmajuan dan
¥
perloabangan di dacratuviya.

TJe Dudawm melab ol an fungel pengaweasan, aaha anggota
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DPRD harus lebih cermat dan penuh analisis dalam
menjalankan tugaenya Jjangan hanya berpatokan
kepada pelaporan vang telah diterima, tetapi
belterpaduan  antar laporan dengan kenyataan dari
hasil pelaporan  itu  dengan obyek tersebut.
Demikian pula ?alnya sedapat mungkin anggota Dewan
senantiasa melakukan pemantauan pada obyek
bangunan dan letalk pengukuran tanpa ada laporan
dari pemda atau pemohon atau masyarakat.

Unitul maca-mae mendatang untulk pencrimaan RUS dan
IMB sedapat mungkin dapat lebih ditingkatkan baik
target vyang direncanakan maupun untuk realicasi
yang akan di capai untuk lebih ditingkatkan dan
dipacu  sehingga apda gilirannya dapat membantu
dalam proses pendapatan asli daerah yang bersumbei
dari RUS dan IMB dalam rangka pembiayaan-—
pembiayaan  pembanguann yang ada di daerah ter-

sebut.
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PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA PENETYTAPAN PERDA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA

Fo Dacalaly baik-baibs  sebelum bapabk /Ibu  mengisi daftar
Fucsioner ini.

B. Lingharilath soulah satu Javahbats yang telah divediakan
SeLual dengan boeadaan yang sebenarnya dan isilah titik-—
titibh yang aoemerlukan jadabon atas pertanyauan.

€. Daluin pengisian daftar lussioner ini tidak ada sangkut
pavtting s dengun tugueae Dorpeade / T, tetapd hanya  untuk
kepentingan ilmiah semata.,

D. Sebelumnyabami talk lupa mengucapkan banyak terima Lasih
ata  spartisipasi  dan  bantuan dari Lapak/Ibu  dalam

pengician daftar kucsiconer ini.

FERTAMYAAN--FERTAMNYAAM UNTUY ANGEOTA DEWAN

1. Tdeatitas diri dart Bapak/lbu it b

f. Hama Lenglap H
Lo Towpab/Tonggal Lahire :
c. lhur Selkarang :
Jdo Lama Pongabdian :
€. Pangh at/Goelongan :

2. fipakah pengusulan zuatu Reporda suatu Raperda hiasanya
gama dengan penguculan Raperda tahurn lalu ™

. Selalu berubah

b. Sama 2aja tahun lalu

C. szhbagian =uaja dirubah
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Opabab semva Raperda yang divculban bebadapan afigyota

Dovran selurubnye pengusulan mencerminakn Virpentingan

rarrga, poemerintahoan Jdan pennbangunan daoerah ?

a. Moencermind.an kepentingoan pemcrintahan Saja 7P

b. Mencerminkan Lepentingan pembangunan saja.

C. Moemcermind an Fepentingan remerintahan, pembangunan
dan wvarga masysral at.

Berapa haritbah celang waktu pengusal an Raperda cebelum

dilalulban penbahasan 7

. 1 minggu

b.o 2 minggu

€. 3 @minggu

d. 1 hulan

Apstate pihal Elsebutif dalam penyusunan Raperda  cukup
jeli melihat berbagai poeramasalaban yang ada di daecrah,
. Bangat jeli

lr. Cubup jelj

c. Vurang jeli

g, Tid..;nl'. _]L! 1

Derapa hariu pula PElalcanaan peabahasan Raperda itu
dilabuban olch Fepala Daerah dengan finggota Dewan 7

. 1 hari saja

b. 7 hari saja

€. O hard saja

J. T hari suja

Apakah dalawi  peabahasan Fapoerda  blasanya terjadi
puerteantangan/perbedaan pendapalt diantara keduanya ?

a. Buring toerjadi

L. Yadang-kadang terjadi/perbodaan pendapat

c. Tidak pernch terjadi
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Lterr opna Tanab aly bilaonaya selang  waktu persetuduan
Faperda untuk ditetapban menjadi Ferda tentang RUS dan
Imp -

é. 2 Minggu

b. 1 Dulan

c. 2 Rualan

d. T Dulan

Bopara lama guad celang wabtu setelah ditetaphban FPerdsa
Llersebult  untuk mendapatlan pengesahan oleh Fepala

duerag dengan DERD 7

. 2 winggu
tre )} batlan
C. 2 bulan

. 3 bLulan

10.Apahaly pihadr  Esekulit dalam narlabsanalan Ferda  itu

11.

sepenunya berjalan dengan lancar 7
«. Sangat Yancar

b. Cubup lancar

c. Furang lancar

d. Tidak lancar

Apakah terget yang ditetapkan dalam pelaksanaan Perda
tentang RUS dan IMD dapal terealisasi dengan baik 2

“e Daput tereslisasi cemua

b. Sebagian saja yang terealisasti

C. Tdxit tercalicaci

12.Apahah target yang telah ditetaplan vleh Kepala Daerah

selalu mengalami peninglatan dari tabun be tahun 7
s. Sellau meningkal
L. Selalu sama

<., Selalu menuarun
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13.Apakah  penerimaan yarng berasal dari RUS dan  IMB pada
ectiap  tahunnya flicaupt meniogh otk an pembtrangunan dan
Lesejathitaraan rabyat 7
. Sangat mampra
b. Culup mampu
C. Furang mounpa

d. Tidak mampu

TERIMA YASIH BOMYar
ATHS PARTISIPAGT DAN FERAN SERTA BAPAK/ 1BU

::'.‘;’T:.‘:;‘._".T::-'_T:.'—‘.'—'.3-?.E-:::'.‘.-.'.'.'___':'—::Z.'.-‘.':'_:i_'..':_'.: BRI - TR el

(1IDHAM UMAR)
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PELAKSAMNAAN FUNGST DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN PERDA
D1 FARUPATEMN DACRAH TIMGYAT 11 BULUFUMERA

RAFTAR HUESTONER

FLTUNIWE PENGISTAN DAY AR FUESTONER INY YAITU

A. Maculaul bail-baik  sebelum bapak/Iby mengisi dafter
bue-staner ini,

Bo Lingharilah ealah satu Jawaban yang teloh disediat an
Seaual dengan beadaan yang sobenaanye dan isilah titit -
titil yung memerlulban jomaban atas pertanyaan.

C. Dalam pengisian daflar buvsioner ini tidab ada sangkut
patttiiys dengan tugas Rapab /1bu, tetapi hanya untuk
Lepentingearn ilmioly comat.a,

D. Sebelumecyalami ol Tapa @engucapd s banyal Lerima basih
ata  aparticipasi  dan bantuon dari  Bapal /1bu dalam

Fengleian daftar buesioner ini.

FERTANYANMN-PERTAMYAAN UMTUK STAF LEDH TIMGEAT II BULUKUMEBA

1. Tdentitas diri dari Dapal/Ibu yaiby @

4o Mawa Lenghap

b. Tempat/Tanggal Lahie

Cao L Sekarang H
d. Pangikat/Golongan 3
. Loaa Pengabdian :
f. Dari Staf :
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Apad b fapak / Ton ceering ditbutecrtalban dal wn penyuLunan
Faperda (Rancangan  Peratouran Daerat) bhersama-eama
dengan Bupati Fepala Dacr.ah

de Sering

b. Fadag {1 adang

t. Tidak pernahk

Borapa lame blasanya penyusunan Raperda itu dilakukarn 7
a. 2 minggu

1 bulan
C. 2 bulan

d. 2 bulan

Apak sl sebelum pPengaluan/ pengusal an Raperda, para staf
yang terkait membahas torlehih dohulu secara bersama?,
a. NMeanbuhas zecara borsama-sama

b. Membahas sendiri-sendiri

Co Tidal wmembatioe lagi

Apabah dalan peanbahasan raperda dalaml inghungan aparat
pomda seringterjadi prerhedaan pendapat 7

é. Sering sekali

b, Fadang terjadi

Lo Tdial pervab terjodi

Dorapas Yama biassnye pengusulan raperda  yang berasal

dari ¥Yepala Daerah untul ditcruskan kepada PDRD 7

ae b aringqu
b. 2 minggu
C. i rigogu

d. 1 winggu
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7. Berapa hari pula wakto penbahasan Raperda Yang
dilabukan oleh ¥epsxla Daerah dengan DFRD 1tu
berlangesung 2
x. 1 hari saja

b. hari saja

%)

C. % hari saja

d. 7 hari =aja

8. Berupa haritah se]éng wabktu setelah percetujuan Raperda
tersebut untul ditetaphban menjadi raperda RUS dan IMB 9
4. T minggu
b. 1 bulan
2 bulan

d. I hulan

?. Bepuara hari Pula selang waktu cetelah ditetaphan untuk
selanjutnya mendapathan pengesabian dari Kepala Daerah
deng:uy DERD 7
. 1 minggu
L1 hatan

C. 2 bulan

d. T hulan

10 . Bagaimanak ah fungsi pengendalian y<«ng dilakukan oleh
DFRD  terhadap perda tentang RUS dan IMEB ity berjalan
obyeltif ?

w. Sangat cbyektit
b. Cukup obyektif
Ca Kurang obyoclhtif

d. Tidak obyebtif

1l1.Bagaimana pula fungsi penagwasan yang dilakukan oleh
arnggota Dewan terhadap pengelolaan RUs dan IMB itu

berjalan dengan obyektif,




A

b.

[

dJ
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Bangat obyektif
Sukup obyeltif
Kurang olycktif
Tadal wbyeitit

1Z2.4pabah target/rerncana Fencrimaan RUS dan IMR darid tahun

ke

&

L

Lo

tahun mengalami teniaghatan (1992/1993 - 1993, 1994y
Setiap tahun merngalami peritngkatan
Scliap tahun mengalami penuruanian

Setiap tatwan MOnga it besdmaan

TERIMA ¥ASTH DAMYAK
ATAS PARTISIFASI DAMN PERAM SERTA BAPAK/ 1R

{1DHAM UMAR)




